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Pendahuluan 


Tata kehidupan di dunia senantiasa mengalami 
perubahan dan perkembangan. Apa yang cocok dan 
relevan untuk diterapkan di satu masa atau tempat, 
dengan adanya perubahan masyarakat dan 


perkembangan zaman, bisa tidak relevan untuk 
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diterapkan di masa atau tempat yang berbeda. 


Memaksakan sebuah tata kehidupan secara statis 
tanpa mempertimbangkan perubahan masyarakat 
dan perkembangan zaman, akan menyelisihi kodrat 
perubahan itu sendiri, yang berarti juga menyalahi 
sunnatullah (ketetapan-ketetapan atau hukum- 
hukum Allah). 


Hal yang sama juga terjadi pada masalah 
pemahaman keagamaan, terutama yang terkait 
dengan kehidupan masyarakat (mu'êmalah) yang 
bersifat — jtihádiyyah. Rumusan norma-norma 
keagamaan (fikih) akan senantiasa mengalami 
perubahan mengikuti perubahan dan perkembangan 


zaman dan peradaban, sesuai dengan gaidah: 


تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال ,1 
والنيات والعوائد 


1 


1Tbn Qayyim al-Jawziyyah, lam al-Muwaggi'in ‘an Rabb al- 
Alamin (Beirut: Dar al-Fikr. t. th.), ditahqiq oleh “Abd al-Rahman al- 
Wakil, vol. III, h. 4; Ali Ahmad al-Nadawi, Al-Qawá'id al-Fighiyyat: 
Mafhümuhá, | Nasy'atuhá,  lathawwuruhá, Dirdsat | Mu'alifatihá, 
Adillatuhá, Muhimmatuhá, Tatbigatuhd (Damaskus: Dar al-Qalam. 
1994), h. 158; Subhi Mahmashani, Falasafat al-Tasyr?' al-Islami (Beirut: 
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Perubahan dan perbedaan fatwa itu tergantung 
pada perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, 
dan tradisi yang ada. 


Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik fikih, 
yang notabene merupakan hasil ijtihad ulama, 
adalah fleksibel (muranah) dan dinamis 
(tathawwuriyyah), mengikuti dinamika dan 
perkembangan zaman. Dengan demikian, fikih tetap 
dapat menjawab persoalan-persoalan baru atau 
terbarukan (al-masâil al-jadídah wal mustajaddah) 


yang muncul. ? Fleksibilitas fikih ini menepis 


Dar al-Miliyin. 1961), h. 198; Muhammad Shidgi al-Burnu, Al-Wajiz 
lî Idháh al-Qawá'id al-Fighiyyát al-Kuliyyat (Riyadh: Mu'assasah al- 
Risalah. 1983), h. 182. Mushthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan 
bahwa hukum yang berubah adalah .(الأحكام الأجتهادية من قياسية ومصلحة)‎ 
Lihat Mushthafa Ahmad al-Zarga, al-Madkhal al-Fiqh al-Islami 
(Damaskus: Dar al-Fikr. 1968), h. 924. 


?Persoalan-persoalan baru itu terjadi karena beberapa hal. 
Pertama, perubahan sosial yang meliputi perubahan budaya, 
ekonomi, dan politik pada masa kini, mengharuskan para ahli 
hukum Islam (fuqaha) untuk memberikan jawaban terhadap 
masalah-masalah baru yang muncul serta telaah ulang terhadap 
pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan 
konteks sosial saat ini. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat 
yang lebih kuat (ráji di antara pendapat-pendapat yang 
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anggapan sebagian orang bahwa fikih merupakan 
suatu ketentuan atau norma yang kaku dan sakral 
yang tidak mungkin berubah. Fikih dipahami sebagai 
kompilasi hukum Islam yang baku dan diasumsikan 
sama kuat dan sakral dengan nash-nash syar'iyyah 
yang terdapat dalam  Al-Quran dan  Hadits. 
Anggapan seperti ini tidak sesuai dengan 


pemahaman keagamaan yang benar. 


Karakteristik fikih yang fleksibel tersebut 
mengharuskan adanya fatwa-fatwa (hukum-hukum) 
baru yang mampu merespons dinamika masyarakat 
dan perkembangan zaman. Keniscayaan akan 
adanya fatwa baru ini terjadi karena sumber hukum 
utama, yaitu teks Al-Quran dan Hadits, sangat 
terbatas, sedangkan permasalahan baru dan 
terbarukan terus berubah dan berkembang, 


sebagaimana yang dikatakan oleh al-Syahrastani: 


berkembang dalam fikih klasik di mana pada masa klasik ilmu 
pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat, khususnya 
ilmu-ilmu eksakta. Ketiga, munculnya problem-problem sosial yang 
semakin bervariasi, seperti kemiskinan, gaya hidup yang hedonis, 
penyimpangan seksual, dan sebagainya. 
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oy غير محدوده, او‎ J 5) all 9 النصوص محدودة ولكن الحوادث‎ oy 
3, ALG والنوازل لا‎ Gol gall النصوص تتناهى ولكن‎ 
Karena nash itu terbatas, sedangkan 
persoalan-persoalan yang muncul tidaklah 
terbatas; atau karena nash itu telah berhenti, 


sedangkan permasalahan akan senantiasa 
muncul dan tidak pernah berhenti. 


Sejalan dengan hal tersebut, Imam Al- 
Haramain Al-Juwaini (w. 478 H) menyatakan bahwa 
sebagian besar syariat merupakan produk ijtihad 
sebagai respons atas perubahan dan perkembangan 


masyarakat yang terjadi. Ia mengatakan: 
إن معظم الشريعة صدر عن اجتهاد» والنصوص لا تفي بالعشر من‎ 
معشار الشريعة.4‎ 


Sebagian besar hukum Islam (syariah) adalah 
produk ijtihad, karena nash yang berkaitan 
dengan hukum tidak sampai sepersepuluh 


? Abi al-Fath Muhammad Abd al-Karim Ibn Abi Bakr al- 
Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Dar al-Fikr. t.th), h. 200. 

4Al-Juwaini, Al-Burhan Fî Ushiil al-Fiqh Beirut: Dar al-Fikr al- 
'Imiyah.tt., Juz 2, h. 819. 
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Demikian pula, Imam Syihabuddin Al-Qarafi (w. 
684 H) menyatakan, bahwa terpaku pada satu 
rumusan keagamaan, tanpa mempertimbangkan 
situasi dan kondisi yang dihadapi, merupakan 
kesesatan dalam menjalankan agama dan 
kebodohan memahami penjelasan para ulama 


terdahulu. Al-Qarafi menyatakan: 


الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضين. 
Senantiasa terpaku pada teks adalah suatu‏ 
kesesatan dalam agama dan ketidak‏ 


mengertian terhadap maksud yang diinginkan 
para ulama terdahulu. 


Namun demikian, tidak semua ajaran agama 
dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, 
tempat, tradisi, dan peradaban. Ada hal-hal yang 


harus diperhatikan terkait hal ini, antara lain:5 


“Muhammad Salam Madzkur, Manáhij al-Ijtihâd fi al-Islam, 
(Kuwait: Matba'ah al- Asriyah, 1974), h. 344-346; perhatikan pula 
“Abd al-Wahhab Khallaf, Mashádir at-Tasyri al-Islami fi-má là Nassh 
fih, (Kuwait: Dar al-Qalam1972), h. 8-13. 
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Pertama, perubahan hukum (fatwa) harus dilakukan 
oleh seorang/sekelompok orang yang ahli dalam 
bidang fikih (faqih), bukan yang lain. Kedua, 
perubahan tersebut dilakukan pada rumusan 
keagamaan yang memungkinkan untuk berubah 
(mutaghayyirat), bukan pada rumusan keagamaan 
yang tetap dan tidak berubah (tsawábit). Yang 
termasuk dalam kategori tsawabit ialah persoalan 
yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash 
yang qat'iyus tsubat wad dalalah (teks-teks Al-Quran 
dan Hadits yang menunjukkan sumber dan arti yang 
pasti atau absolut), dan masalah-masalah yang 
termasuk dalam kelompok malumah min ad-dín bid- 
dharürah (ajaran-ajaran agama Islam yang sudah 
diketahui secara jelas oleh umat Islam), seperti 
wajibnya melaksanakan salat lima waktu, kewajiban 
berbuat adil, kehalalan jual beli, keharaman berzina, 
keharaman berbuat zalim dan keharaman memakan 
harta orang lain tanpa hak, dan sebagainya. Dalam 


hal ini Imam Al-Ghazali (w. 505 H) menyatakan: 
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ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من 
الإجتهاد.6 

Dan kewajiban shalat lima waktu dan zakat, dan 
apa yang telah disepakati umat dengan dalil- 
dalil yang jelas dari syariat, yang di dalamnya 


terdapat dalil yang pasti bahwa pelanggarnya 
berdosa, hal ini tidak termasuk subyek ijtihad. 


Sedangkan yang termasuk kategori 
mutaghayyirát ialah persoalan yang terdapat dalam 
nash yang: (a) zhanniyus tsubüt wad dalálah atau 
(teks-teks Al-Quran dan Hadits yang menunjukkan 
sumber dan arti yang relatif atau tidak pasti), (b) 
qath'iyus tsubüt zhanniyud dalálah (teks-teks Al- 
Quran dan Hadits yang menunjukkan sumber pasti 
tetapi dengan arti yang relatif), (c) zhanniyus tsubüt 
gath iyyud dalalah (teks-teks Al-Quran dan Hadits 


yang menunjukkan sumber yang relatif dengan arti 


6 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfá Min “ilm al-Ushil, 
Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000, h. 345. 
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yang pasti), dan (d) tidak ada nash (teks-teks Al- 
Quran dan Hadits). 


Ketiga, status hukum syari yang dihasilkan 
adalah zhanní (suatu hukum yang kebenarannya 
adalah relatif walaupun dianggap benar oleh 
perumusnya), sehingga terbuka peluang adanya 
perbedaan pandangan di antara para ulama tentang 
hal ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari 
adanya dalil-dalil agama yang zhanni, baik dari segi 


sumber maupun arti. 


Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa 
upaya ijtihad atau perumusan fikih sesuai perubahan 
zaman, tempat dan peradaban telah terjadi dari 
masa ke masa. Bahkan hal ini telah dilakukan ketika 
Nabi masih hidup dan pada masa awal hingga masa 
keemasan umat Islam. Para ulama pada masa-masa 
itu sangat kreatif dan responsif, bahkan antisipatif 
terhadap setiap persoalan yang muncul atau yang 
diperkirakan akan muncul, sehingga lahir sejumlah 


mujtahid kenamaan yang menghasilkan pemikiran 
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dan karya-karya sangat berharga bagi umat Islam 


berikutnya. 


Para ulama masa kini dituntut untuk mampu 
menjawab dan menyelesaikan permasalahan 
kontemporer, terutama terhadap  perubahan- 
perubahan dalam masyarakat sebagai akibat 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun 
harus pula disadari bahwa kapasitas keilmuan ulama 
sekarang berbeda dengan ulama pada masa lalu, 
sementara persoalan-persoalan yang muncul pun 
semakin kompleks (tidak sesederhana pada masa 
lalu). Pada saat ini, kita sulit sekali menemukan 
terpenuhinya persyaratan ijtihad yang harus dimiliki 
oleh seorang secara individu. Oleh karena itu, saat 
ini perumusan fikih kontemporer sebagai respons 
terhadap permasalahan yang muncul, dilakukan oleh 
forum atau tim yang terdiri dari sekelompok orang 
yang memiliki latar belakang spesialisasi keilmuan 


yang berbeda-beda, sehingga antara satu dan 
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lainnya saling melengkapi sebagai pemenuhan 
syarat ijtihad. 


Manhaj Fikrah Nahdliyyah 


Nahdhatul Ulama (NU) sebagai sebuah 
organisasi keagamaan kemasyarakatan (jam'iyah 
diniyah ijtima'iyah) memiliki prinsip pemahaman 
yang dinamis dan kontekstual. Namun sebelum 
tahun 1992, NU pernah mengalami orientasi 
pemahaman fikih yang hanya bersandar pada 
pendapat-pendapat ulama (qaulí). Akibatnya, karena 
ada banyak masalah yang tidak terdapat pendapat 
(gaul) dalam kitab-kitab standar (mu'tabarah), maka 
terjadi banyak masalah yang mauguf (pending), 
sehingga banyak persoalan yang dihadapi 


masyarakat tidak terselesaikan. 


Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU 
di Lampung pada tahun 1992 telah melakukan 
reformasi dengan menyepakati sistem pengambilan 


keputusan secara manhaji, di samping pengambilan 
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keputusan secara gauli. Hal ini membawa implikasi 
pada lahirnya dinamika dalam bahsul masail yang 
dilaksanakan oleh NU, sehingga bahsul masail itu 
tidak lagi memunculkan keputusan mauqüf dan 
permasalah-permasalahan yang muncul di 


masyarakat dapat terselesaikan secara tuntas. 


Metode dalam pengambilan keputusan hukum 


secara qauli dan manhaji ini meliputi: 


1. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam 
satu masalah yang sama, maka dilakukan 
usaha memilih salah satu pendapat, baik 
berdasarkan pada prinsip maslahah, lebih 
kuat, maupun kekuatan tokoh ulama yang 
menyatakan gaul itu, 

2. Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum 
dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus 
tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhêg 
al-masáil bi nazháirihá (penyamanan masalah 
dengan pendapat tentang hal yang mirip) 


secara kolektif (jama'). 
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3. Dalam hal ketika tidak mungkin 
dilakukan ilhag karena tidak adanya mulhaq 
bih dan wajhul ilháq sama sekali di dalam 
kitab, maka dilakukan istinbath secara jama'i, 
yaitu dengan mengaplikasikan gawa'id 
ushüliyyah dan qawá'id fighiyyah oleh para 


ahlinya. 


Metode istinbath (pengambilan hukum) tersebut 
kemudian dilengkapi dengan keputusan Munas Alim 
Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006 di 
Surabaya, yang menetapkan empat prosedur 
melakukan istinbath jamá'f, yakni: (1) memahami 
secara benar tentang suatu kasus (tashawwurul 
masalah) yang akan ditetapkan hukumnya, (2) 
mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan 
hukum (istidlâl), (3) menerapkan dalil terhadap 
masalah dengan metode pengambilan hukum 
(kaifiyyatul istidlal), dan (4) menetapkan hukum atas 


masalah yang dibahas. 
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Di samping itu, metode tersebut juga dilengkapi 
dengan keputusan Munas Alim Ulama tahun 2006 
tentang karakteristik (khasháish) berpikir NU,’ yang 


meliputi: 


a. Fikrah Tawassuthiyah, yang berarti bahwa 
NU menggunakan prinsip tawassuth 
(moderat), tawazun (seimbang), dan i'tidal 
(lurus atau moderat); dan sebaliknya, fikrah 
Nahdhiyyah tidak berwatak berlebihan 
(ifrâth dan tidak pula berwatak lalai 
(tafrithi). 


b. Fikrah Ishlahiyah, yang berarti bahwa cara 
berpikir NU mengarah kepada upaya 
reformatif menuju ke arah yang lebih baik, 
sejalan dengan fitrah NU sebagai gerakan 


para ulama untuk memperbaiki umat 


7 Manhajul Fikr NU ini dirumuskan dalam forum yang 
dinamakan Tashwirul Afkar (Pemetaan berbagai Pemikiran) sebelum 
berdirinya NU tahun 1926. 
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(harakatul | ulamá' fî  ishláhil ummah 


díniyyatatan wa ijtima'iyyatan). 


c. Fikrah Tathawwuriyah, yang berarti bahwa 
cara berpikir NU adalah dinamis, tidak statis, 
yang dibuktikan bahwa Fikrah Nahdliyyah 
tidak hanya menggunakan pendekatan 
tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga 
pemikiran_itu tidak hanya menggunakan 


pendekatan gauli tetapi juga manhaji. 


d. Fikrah Manhajiyah, yang berarti bahwa cara 
berpikir didasarkan kepada metode yang 
disepakati oleh para ulama, baik ilmu tafsir, 
ilmu hadits, ushul fiqh, maupun qawaid 
fiqhiyyah; bukan metode yang tanpa 
batasan dan tanpa patokan ( بلا منهج ولا حدود‎ 
ضوابط‎ Y 5), 


NU sebagai institusi tidak pernah bergeser ke 
kiri maupun ke kanan, karena NU dibangun di atas 
landasan Fikrah Nahdliyyah, yang merupakan 


landasan berpikir bagi kiprah NU dalam memikul 
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tanggung  jawabnya,  baik  tanggung  jawab 
keagamaan  (mas'üliyyah diniyyah Islamiyyah) 
maupun  tanggung  jawab  kebangsaan dan 
kenegaraan  (mas'üliyyah wathaniyyah), serta 
tanggung jawab global (mas'ülyiyah ‘alamiyyah) 
yang melekat sejak NU lahir pada tahun 1926. 


Peradaban Modern dan Perspektif Islam 


NU sebagai organisasi yang meletakkan 
landasan berpikirnya pada Islam yang rahmatan lil 
alamin (rahmat bagi alam semesta) mempunyai 
tanggung jawab besar terhadap masalah-masalah 
global yang terjadi pada era peradaban modern 
dewasa ini. Tanggung jawab ini berdasarkan pada 
ajaran Islam, bahwa manusia adalah wakil Allah di 
bumi (khalifatullah fil ardh), sebagaimana disebutkan 
dalam Al-Quran Surat Al-Bagarah: 30, yakni: 


A في الأرْض‎ Dele Har ati; قال‎ Us, 
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Sebagai khalifah Allah yang dikarunia akal dan 
hati nurani, manusia diberi tugas (mandat) untuk 
mengelola dan membangun bumi serta 
peradabannya. 8 Tugas sebagai pelaku 
pembangunan (mu'ammirín) ini adalah sesuai 
dengan Al-Quran Surat Hud: 61, yakni: Gs SC هْوَ‎ 
9.الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیھا‎ Kata “wasta'marakum” menurut 
para mufassir diartikan sebagai: “kallafakum bi 
'imáratihá", yang artinya kamu bertanggungjawab 
untuk memakmurkan bumi. Dalam posisi sebagai 
khalifah dan mu'ammirin ini, manusia harus: (a) 
menempatkan diri sebagai “wakil Allah” yang 


menjalankan penugasan dari pemberi mandat, yaitu 


Peradaban (al-hadhárah) yang dimaksud adalah kumpulan 
hasil budi manusia yang telah mencapai perkembangan yang cukup 
tinggi, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Peradaban ini 
meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan (agama), etika dan norma- 
norma sosial, sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, ilmu 
pengetahuan, serta hasil karya manusia seperti karya seni dan 
teknologi. Lihat Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: 
Aksara Baru, 1983), h.184. 


9 Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Manhajul 
Hadharah al-Insániyyah fi al-Qur'an, (Damaskus: Maktabah Al-Asad, 
1998), h. 24-25. 
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Allah SWT, (b) antar manusia sebagai sesama "wakil 
Allah” harus saling menguatkan satu sama lain 
(tasánud), bukan saling bermusuhan (ta'anud), 
karena pada hakekatnya yang memberi wakalah 
adalah sama, yaitu Allah SWT, dan (c) antar 
manusia saling menjaga; jangan sampai terjadi 
kegaduhan, karena manusia ini berada di satu bumi 
yang sama (ff ardhin wáhidin), sehingga jika terjadi 
kegaduhan di satu tempat akan berpengaruh pada 
manusia di tempat lainnya. Setiap potensi 
kegaduhan (atau kerusuhan) harus dicegah 


bersama dengan cara apapun, sebagaimana Hadits: 


cole قوم امْتَّهِمُوا‎ SES Led والْوَاقِع‎ ca القائِم في خدودِ‎ Ue 
بعضبهم أعلاهاء وبعضبهم أسفلهاء وكانَ الذينَ في‎ Sled سفينة»‎ 
W فقالوا :لو‎ diy Ga ule الماءِ مَرُوا‎ Ge إذا امنتقؤا‎ lii 
أراذوا‎ Lag ah KA OA Wi Ga 33i aly WA في تصيبنا‎ WA 
نَجَوْا ونَجَؤا جَمِيعًا. رواه‎ agal ule وإِنْ أَحَدُوا‎ das هَلكُوا‎ 
. البخاري‎ 
Perumpamaan orang yang menegakkan hukum 


Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti 
sekelompok orang yang berlayar dengan 
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sebuah kapal lalu, sebagian dari mereka ada 
yang mendapat tempat di atas dan sebagian 
lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang 
berada di bawah perahu bila mereka mencari 
air untuk minum mereka harus melewati orang- 
orang yang berada di bagian atas seraya 
berkata; "Seandainya boleh kami lubangi saja 
perahu ini untuk mendapatkan bagian kami 
sehingga kami tidak mengganggu orang yang 
berada di atas kami". Bila orang yang berada di 
atas membiarkan saja apa yang diinginkan 
orang-orang yang di bawah itu, maka mereka 
akan binasa semuanya. Namun bila mereka 
mencegah dengan tangan mereka, maka 
mereka akan selamat semuanya (H.R. 
Bukhari). 


Untuk membangun peradaban tersebut, 
manusia diberikan seperangkat pedoman dalam 
hubungan dengan Allah (hablun minallah) dan 
hubungan dengan sesama manusia (hablun 
minannas), yang dimuat dalam Al-Quran dan Hadits. 
Pedoman yang mengatur hubungan manusia 
dengan Allah bersifat rinci, sedangkan pedoman 
yang mengatur hubungan dengan sesama manusia 


bersifat garis besar untuk memberi keleluasaan 
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kepada manusia agar bisa berkembang secara 


dinamis. 


Dengan demikian, peradaban manusia dalam 
perspektif Islam adalah peradaban yang berdimensi 
Ketuhanan (rabbániyyah, teosentris) dan sekaligus 
berdimensi kemanusiaan (insániyyah, 
antroposentris). Hal ini berarti juga, bahwa 
pengembangan peradaban Islam (al-hadhárah al- 
Islámiyyah) tidak bisa terlepas dari petunjuk- 
petunjuk atau hukum-hukum yang telah diberikan 
oleh Allah kepada umat manusia sebagai pemegang 


amanah. 


Peradaban Islam menjadi salah satu peradaban 
besar di dunia, di samping peradaban Barat, 
peradaban Timur (Buddha, Hindu, Tiongkok dan 
Jepang), dan peradaban Ortodoks (Eropa Timur). 
Peradaban Islam pernah mengalami kejayaan (750 
M -1258 M), yakni ketika para ulama, filosof, saintis, 
dan insinyur di Dunia Islam menghasilkan banyak 


kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 
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kebudayaan, dan sistem kemasyarakatan yang 
maju, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada 
maupun dengan melakukan inovasi dan penemuan- 
penemuan baru. Dengan demikian, umat Islam pada 
saat itu benar-benar mempraktikkan prinsip: المحافظة‎ 

Hanya saja,‏ .على anil‏ الصالح والأخذ بالجديد الأصلح 
kemudian kemajuan itu mengalami kemunduran‏ 
yang disebabkan oleh banyak faktor, baik internal‏ 
umat Islam yang mengalami pelemahan etos‏ 
membangun dan berinovasi maupun eksternal umat‏ 
Islam, terutama munculnya kemajuan dan‏ 
penjajahan bangsa Eropa terhadap sebagian besar‏ 


negara Muslim. 


Pada saat ini, dunia sudah masuk pada babak 
baru peradaban umat manusia, terutama karena 
adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang menyebar secara cepat ke seluruh 
dunia, sejalan dengan globalisasi. Dalam konteks ini, 
para ulama dan intelektual Muslim dituntut untuk 


mampu menjawab dinamika peradaban ini, yang 
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sebagian telah dibangun oleh peradaban lain. Dalam 


beberapa hal peradaban baru ini berbeda dengan 
peradaban sebelumnya. 10 Sejumlah ketentuan 
dalam fikih yang merupakan respons terhadap 
peradaban sebelumnya, bisa jadi tidak cocok untuk 
merespons peradaban saat ini, sehingga dibutuhkan 
reinterpretasi hukum-hukum fikih tertentu dengan 
merumuskan fikih baru yang lebih sesuai dengan 
peradaban baru saat ini. Yang lebih penting adalah 
perlunya umat Islam benar-benar mempraktikkan 
gaidah di atas dengan penekanan pada “ mal الأخذ‎ 
”الأصلح‎ untuk membangun kembali peradaban Islam 


yang maju. 


1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 


Dalam konteks pembangunan peradaban, 


peran ilmu pengetahuan (sains) sangat penting, dan 


10 Perkembangan peradaban manusia ini dikelompokkan 
menjadi lima tahap, yakni masyarakat berburu (society 1.0), 
masyarakat agraris (society 2.0), masyarakat industri (society 3.0), 
masyarakat informasi (society 4.0), dan masyarakat cerdas (society 
5.0). 
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bahkan ia berfungsi sebagai kunci peradaban ( مفتاح‎ 
.(العمارة‎ Kunci ini harus dimiliki oleh manusia, 
sehingga kewajiban kita adalah mempersiapkan 
sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sudah 
diperintah oleh Allah: SK sil a5 بام‎ Isl (Bacalah 
dengan | menyebut nama Tuhanmu yang 
menciptakan). Arti “igra” bukan hanya berarti 
membaca atau melafazkan, karena kalau hanya 
melafazkan itu bukan “girdah” tetapi “tilawah”. Kata 
“igra” mengandung arti membaca, merenungkan, 
dan meneliti segala apa yang ada, baik yang ada di 
dalam Quran maupun dalam tatanan kehidupan kita. 
Dalam istilah lain, yang dibaca dan diteliti itu bukan 
hanya al-huruful Qur'ániyyah (ayat-ayat 
Qurániyyah), tapi juga al-huruful iláhiyyah al- 
maktübah ‘ala shafahátil maujudat, huruf-huruf yang 
tertulis di dalam lembaran kehidupan (ayat-ayat 
kauniyyah), baik dalam bentuk ilmu-ilmu sosial (IPS), 
ilmu-ilmu alam (IPA), maupun humaniora. Dengan 


demikian, Islam tidak membenarkan adanya 
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dikotomi ilmu pengetahuan. Islam mengajarkan 
integrasi ilmu pengetahuan, karena kedua bentuk 


ilmu pengetahuan ini merupakan ayat-ayat Allah. 


Dalam sejarah peradaban Islam, para ulama 
dan sarjana Muslim telah berhasil mengembangkan 
ilmu pengetahuan secara komprehensif, termasuk 
ilmu-ilmu yang tergolong pada kelompok ayat-ayat 
kauniyyah tersebut. Namun kemudian 
perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam 
mengalami kemunduran yang disebabkan oleh 
banyak faktor, baik internal maupun eksternal umat 
Islam. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan 
teknologi harus dikembangkan kembali di kalangan 
umat Islam, di samping pendidikan ilmu-ilmu agama 


Islam (attafaqquh fiddin). 


Dengan demikian, tidak benar anggapan bahwa 
ilmu pengetahuan sebagai penyebab terjadinya 
kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Karena 
sebagaimana disampaikan di atas, ilmu 


pengetahuan merupakan kunci peradaban. Sumber 
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kerusakan adalah nafsu serakah manusia yang 
menyalahgunakan ilmu pengetahuan, seperti dalam 


Al-Quran Surat Al-Mu'minun: 71: 
Os bed وَمَن‎ Gals S ALLEE لههَّدت‎ shel gil Gail aa Js 
هم مُعْرِضُونَ.‎ S فَهُمْ عن‎ ae X ei 
Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu 
mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan 
semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya 
Kami telah mendatangkan kepada mereka 


kebanggaan (Al-Quran) mereka tetapi mereka 
berpaling dari kebanggaan itu. 


2. Hubungan Antar-Kelompok Agama 


Di antara hal yang menjadi perhatian dalam 
peradaban modern ini adalah pola hubungan antar- 
kelompok dalam sebuah masyarakat atau negara, 
yang idealnya didasarkan pada pengakuan akan 
pluralitas masyarakat serta prinsip toleransi dan 
kedamaian. Di antara hubungan antar-kelompok 
yang kini mendapatkan perhatian adalah hubungan 
antar-kelompok agama, karena konflik dan 


ketegangan antarumat beragama kini masih sering 
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terjadi di banyak negara. Dalam konteks Islam pada 
masa lalu, terdapat dua pendapat tentang hubungan 
antara Muslim dan non-Muslim, yakni prinsip 
hubungan damai dan prinsip hubungan konflik. 
Kedua pendapat ini masing-masing berdasarkan 
teks-teks Al-Guran dan Hadits, yang dipahami tidak 
terlepas dari konteks sosial politik yang ada. Di 
antara ulama pada masa lalu yang berpendapat 
hubungan damai adalah Ibnus Shalah sebagaimana 
dikutip oleh Wahbah al-Zuhalli:1! 


SBI الله تَعَالى ما أَرَادَ‎ E ag JI هُوَ إِبْقَاءُ‎ Gua 3 
مِنْهُمْ‎ iaj a لعارض‎ keli لِيُقتَلوا وَإِنّمَا أبيح‎ agala Y s GAN 
a ule جَرَاءٌ‎ als éj لا‎ 


Bahwa hukum asalnya adalah menetapkan 
orang-orang kafir dan mengakui eksistensi 
mereka, karena Allah tidak hendak 
menghancurkan makhluk dan tidak pula 
menciptakan mereka untuk dibunuh. Namun 
dibolehkan membunuh mereka dengan alasan 
madharat (kerusakan) yang timbul dari mereka 
sendiri, bukan karena kekafiran meraka. 


Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Atsar al-Harb ft Fiqh al-Islami, 
(Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1419 H/1998 M), h. 107. 
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Pada masa lalu, hubungan antara Muslim dan 
non-Muslim banyak diwarnai konflik atau 
ketegangan, sehingga fikih klasik mengelompokkan 
non-Muslim menjadi empat kategori, yakni: (1) 
dzimmi, yakni non-Muslim yang tinggal di wilayah 
Islam (dar al-Islam) dengan membayar pajak 
(jizyah), (2) mu'ahad, yakni non-Muslim yang tinggal 
di wilayah non-Muslim yang memiliki perjanjian 
dengan wilayah Islam, (3) musta'man, yakni non- 
Muslim yang minta perlindungan keamanan di 
wilayah Islam, dan (4) harbí, yakni non-Muslim yang 
tinggal di wilayah perang (dar al-harb). 

Kelompok pertama, kedua, dan ketiga tersebut 
mendapatkan perlindungan dari pemerintahan di 
wilayah Islam. Perlindungan terhadap dzimmi antara 


lain berdasarkan Hadits: 
آدَانِيْ» وَمَنْ آذَانِي فَقَذْ آذى الله. رواهُ الطبراني.‎ Sad ad مَنْ آذى‎ 


Barangsiapa menyakiti seorang zimmi (non- 
Muslim yang tidak memerangi umat Muslim), 
maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan 
barang siapa yang telah menyakitiku, maka 
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sesungguhnya dia telah menyakiti Allah (H.R. 
Thabrani). 


Perlindungan terhadap mu'ahad didasarkan antara 


lain pada Hadits: 


مَنْ OS‏ مُعَاهَدَا Gly Abad daily Eos al‏ رِيحَهَا ji‏ 3 مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ 
Le‏ رواة البخاري. 


Barangsiapa yang membunuh kafir mu'ahad ia 
tidak akan mencium bau surga. Padahal 
sesungguhnya bau surga itu tercium dari 
perjalanan empat puluh tahun (HR. Bukhari). 


Sedangkan perlindungan terhadap must’man 
didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Taubah: 6: 


BAN يَسْمَعَ كَلامَ‎ ui فَأَجِرْهُ‎ d il مِنَ الْمُشْرِكِينَ‎ SAN وَإِنْ‎ 
قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ.‎ agio alls Abele AI 


Dan jika seorang di antara orang-orang 
musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, 
maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah 
ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu 
disebabkan mereka kaum yang tidak 
mengetahui. 
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Namun pada saat ini, istilah-istilah tersebut 
sudah tidak dipergunakan di negara-negara Muslim. 
Dalam sebuah negara bangsa (al-daulah al- 
watahniyyah) penduduknya disebut | muwáthín 
(warga negara) apa pun agamanya. Hal ini karena 
semua warga negara sudah berjanji akan tunduk dan 
patuh kepada konstitusi dan hukum negara yang 
berlaku, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang 
sama. Sesama warga negara pun terikat dengan 
perjanjian untuk menjaga persatuan bangsa dan 
keamanan negara serta saling menghormati hak-hak 
asasi masing-masing. Perjanjian ini kini berbentuk 
ideologi dan konstitusi negara, yang dalam bahasa 
Arab disebut al-mitsag al-wathani (perjanjian 
nasional), sedangkan negara disebut dárul mítsáq 
(negara perjanjian), 12 sebagaimana diisyaratkan 
dalam Al-Quran Surat Al-Nisa’: 92: 


oc T E 8 a os ngos 03197. o^ وم‎ 8 TAG Tis 
Ala! إلى‎ dakan فديّة‎ olive Aging Sin e 38 وان كان من‎ 


12Lihat Rahmat Edi Irawan, Darul Misag Indonesia Negara 
Kesepakatan: Pandangan K.H. Ma'ruf Amin, (Jakarta: UNJ Press, 2021). 
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Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang 
ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh). 


Dalam konteks ini, para ulama dalam 
membahas  Fiqhul Muwathana 13 (fikih terkait 
masalah kewarga-negaraan) didasarkan pada 
Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) dan menjadi 
rujukan bagi konsep al-mitsaq al-wathani 
(konsensus nasional). Sedangkan prinsip cinta tanah 


air didasarkan pada hadits: 
إلينا المدينة» كحبنا مكة أو أشد. رواهُ البخاري.‎ Gus اللهم‎ 


Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta terhadap 
Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, 
atau bahkan cinta yang lebih besar dari itu (H.R. 
Bukhari) 


13Lihat Ibnu ‘Abid, Al-Thahir dkk, Fighul Muwáthanah fi al- 
Fikril Islami al-Mu'ishir, (Aljazair: Jami'ah Batunah, 2013). 
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Dengan perubahan kondisi tersebut di atas, 
maka mayoritas ulama pada saat ini berpendapat 
bahwa hubungan antara Muslim dan non-Muslim 
didasarkan pada prinsip hubungan damai, bukan 
hubungan konflik atau perang: 

إنَّ AANG Gatal LY‏ الْمُْلِمِينَ بِعَيْرِهِمْ عَلَى الْمُسَالَمَةِ لا عَلَى 
ca si‏ وَالْقِتَالِ14 

Sesungguhnya Islam telah meletakkan dasar 

hubungan kaum Muslimin dengan selainnya 


berdasarkan prinsip | perdamaian dan 
keamanan, bukan peperangan dan kekerasan. 


Prinsip damai tersebut adalah sesuai dengan 
misi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta 
(rahmatan lil ‘alamin), sebagaimana disebutkan 
dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya': 107. Prinsip 
tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam tentang 
kebebasan dan toleransi beragama sebagaimana 
disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 256: 


14 Lihat al-Thahir Ibnu “Abid, Fighul Muwêthanah fil Fikril 
Islami al-Mu'áshir, (Aljazair: Jami'ah Batunah, 2013). 
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Lá ikráha fid din (tidak ada paksaan dalam 
beragama) dan Surat A-Kafirun: 6: lakum dinukum 
wa liya dín (bagimu agamu, bagiku agamaku). 
Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim  al-Jawziyyah 


mengatakan: 


Beal) الْحِكم وَمَصَالِح الْعِبَادٍ فِي‎ gle الشتريعة مَبْنَاهَا وأَسَاسَها‎ ÓY 
وَحِكْمَةٌ كلها‎ AGS وَمَصالخ‎ GË وَرَحْمَةٌ‎ GE Gie Aa, sally وَالْمَعاد.‎ 
الرَخْمَة إلى ضِدّهَاء وَعَنِ‎ oe 5 الْجَؤرء‎ ull Jii oe Se tlhe OS 
وَإِنْ‎ BA إلى العبَثِ؛ فلَيْسَتْ مِنَ‎ ASN وَعَنِ‎ akah إلى‎ is Lad 
15 وأصندقها.‎ ANG eil al gan sa وَعَلَى‎ ele. ANA Aka 


Sesungguhnya syariat itu bangunan dan 
fondasinya didasarkan pada kebijaksanaan 
(hikmah) dan kemaslahatan para hamba-Nya di 
dunia dan akhirat. Syariat secara keseluruhan 
adalah keadilan, rahmat, kebijaksaanaan dan 
kemaslahatan. Maka dari itu, segala perkara 
yang mengabaikan keadilan demi tirani, kasih 
sayang pada sebaliknya, kemaslahatan pada 
kemafsadatan, kebijaksanaan pada kesia- 
siaan, maka itu bukan syariat, meskipun semua 


MAY. 


15 [bnu al-Qayyim al-Jawziyyah, I lam al-Muwaggi'in ‘an Rabb 
al-’ Alamin, (Beirut: Darul Jil, 1973), v. 1, h. 333. 
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dimasukkan ke dalamnya melalui interpretasi. 
Maka, syariat adalah keadilan Allah di antara 
hamba hamba-Nya, rahmat Allah di antara 
makhluk-makhluk-Nya, aturan-Nya di bumi- 
Nya, kebijaksanaan-Nya yangg menunjukkan 
atas eksistensi-Nya dan atas kebenaran Rasul- 
Nya SAW dengan  |sesempurna-sempurna 
petunjuk dan kebenarannya. 


Sejalan dengan prinsip tersebut, konsep jihad 
yang dikemukakan oleh ulama terdahulu pun perlu 
ditinjau ulang (//ádatun nazhar). Mayoritas ulama 
pada masa lalu mendukung konsep jihad secara 
ofensif (hujümiyyah), karena kondisi kehidupan pada 
waktu itu banyak diliputi oleh konflik dan perang 
antar-kelompok masyarakat. Di samping itu, pada 
waktu itu belum ada badan tingkat nasional maupun 
internasional yang mengatur dan mengawasi 


hubungan antar-kelompok dan antar-bangsa. 


Sebaliknya, mayoritas ulama pada masa kini 
mendukung konsep jihad defensif (difá'iyyah), yang 
juga tidak terlepas dari kondisi dunia modern ini yang 


mengedepankan prinsip perdamaian dan kerukunan 
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dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan antar- 
bangsa (internasional). Jihad perang sebenarnya 
merupakan suatu tindakan yang semula dilarang 
oleh Allah, tetapi kemudian diizinkan karena adanya 
serangan dari kaum musyrikin yang bertubi-tubi 
terhadap kaum Muslimin, sebagaimana disebutkan 
dalam Al-Quran Surat Al Hajj: 39: 


PERASA Gl EEE oat 53 


Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang 
yang diperangi, karena sesungguhnya mereka 
telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar- 
benar Maha Kuasa menolong mereka itu. 


Jihad perang melawan orang-orang kafir yang 
dilakukan oleh Nabi dan sahabat bukan disebabkan 
oleh kekafiran mereka, tetapi karena mereka terlebih 
dahulu melakukan penyerangan (hirábah) terhadap 


kaum Muslimin. 16 Memang terdapat sejumlah ayat 


16 Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, AI-Jihád fi al-Islam wa 
Kaif Nafhamuh wa Kaif Numárisuh, (Beirut-Damaskus: Dar al-Fikr, 
1997), h. 52-53. 
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yang secara harfiah berarti jihad perang secara 
ofensif, sebagaimana yang pada saat ini dipahami 
oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstrem. 
Namun jika dilihat dari segi konteks susunan ayat 
dan konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), ayat- 
ayat “jihad ofensif” itu sebenarnya menunjukkan 
perintah perang secara defensif, yakni tindakan 
pertahanan terhadap siapa pun yang terlebih dahulu 


melakukan penyerangan terhadap kaum Muslimin. 


3. Hubungan Internasional 


Islam sejak awal telah memberikan pedoman 
tentang hubungan  antarkelompok dan antar- 
kerajaan, yang dalam konteks masa kini disebut 
sebagai  hubungan  antar-bangsa  (hubungan 
internasional). Al-Quran dan Hadits telah 
memberikan acuan normatif, yang kemudian 
dirumuskan oleh sebagian ulama pada masa lalu 
dalam bentuk fiqh al-siyar (berarti fikih perjalanan), 


sebagaimana diuraikan oleh Muhammad bin Hasan 
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al-Syaibani (w. 189 H) dalam kitabnya berjudul Kitáb 
al-Siyar al-Kabír.!7 Sedangkan para ulama masa kini 
menyebut:  'al-aláqah  al-dauliyyah (hubungan 
internasional) sama dengan istilah yang 
dipergunakan oleh badan-badan dunia dan ilmu 
hubungan internasional. Di antara ayat Al-Quran 
yang menunjukkan tentang hubungan antar-bangsa 
ini adalah Al-Quran Surat Al-Hujurat: 13: 


Qi شُعوبًا‎ Kilang A SS oa Sie Ó) الئاس‎ Gio 

Sah gale. ail OI sil Al Sie ga SIG) uad 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, dan menjadikan kamu 


berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal. 


Ayat tersebut menunjukkan, bahwa 
pengelompokan manusia sebagai penduduk dunia 


ini dalam bentuk suku-suku dan bangsa-bangsa 


I Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Kitab al-Siyar al-Kabir, 
(Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992). 
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sesuai dengan realitas yang ada pada saat ini. 
Dalam keragaman suku, bangsa, serta budaya dan 
peradaban ini, hubungan di antara mereka harus 
berdasarkan prinsip “ta'aruf” (saling mengenal). 
Pada masa lalu, konsep negara-bangsa (nation- 
state) memang belum lahir dan batas-batas wilayah 
suatu kerajaan atau imperium pun belum jelas. 
Namun, sejak adanya Perjanjian Westphalia pada 
1648, konsep nation-state  (al-daulah al- 
wathaniyyah) dan batas-batas wilayah kedaulatan 
pun semakin jelas. 18 Oleh karena itu, para ulama 
pada masa lalu tidak ada yang membahas konsep 
negara-bangsa ini. Negara (al-daulah) dalam sejarah 
Islam berbentuk khilafah, yang tidak dibatasi dengan 
wilayah-wilayah geografis tertentu. Namun pada 
saat ini, sebagian besar ulama telah berijtihad untuk 


melegitimasi konsep negara-bangsa, karena hal ini 


18 Nation-state didefinisikan sebagai “pemerintahan berdaulat 
yang dibatasi secara teritorial — yaitu, negara — yang diperintah atas 
nama komunitas warga yang mengidentifikasi diri mereka sebagai 
bangsa”. Diakses dari https:/ /www.britannica.com/ topic/ nation- 
State. 
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tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan 
konsep negara-bangsa sebenarnya merupakan 
pelembagaan dari konsep “syu'ub” (bangsa-bangsa) 


yang disebutkan dalam ayat tersebut di era modern. 


Dari segi sumbernya, sebenarnya terdapat 
perbedaan antara hukum internasional dan hukum 
Islam yang bersumber dari wahyu yang kemudian 
dikembangkan dalam bentuk ijtihad kontekstual 
dengan perkembangan zaman. Meski demikian, 
pada saat ini mayoritas ulama berpendapat, bahwa 
secara umum terdapat kesesuaian antara prinsip- 
prinsip hukum internasional modern dan prinsip- 
prinsip hukum Islam, terutama dalam bentuk 
perjanjian-perjanjian (‘uhdd | dan | mawátsiq), 
kebiasaan-kebiasaan ('ádát), dan rasio ('agl), yang 


juga diakui oleh hukum Islam. 19 Kedudukan 


19 Posisi hukum Islam, sebagai hukum agama yang dikuti 
oleh bangsa-bangsa beradab, menjadi salah satu sumber 
pembentukan hukum internasional. Di antara hukum Islam yang 
diadopsi oleh hukum internasional adalah hukum tantang 
pengungsi (suaka politik), sebagaimana disebutkan dalam Al-Ouran 
Surat Al-Taubah: 6 di atas, yang pada masa lalu dijadikan sebagai 
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perjanjian dalam sebuah negara atau antara satu 
negara dengan lainnya ini sangat mengikat dan 
harus dipatuhi. Dalam perspektif fikih, perjanjian 
yang dilakukan oleh seorang Muslim atau sebuah 
negara Muslim, baik dengan sesama Muslim 
maupun dengan non-Muslim, mengikat menurut 
agama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al- 
Nisa’: 92 di atas. 


Pada saat ini, perjanjian internasional 
merupakan sumber utama bagi hukum internasional, 
sehingga negara-nagara Muslim terikat dengan 
hukum internasional ini, terutama perjanjian yang 
sudah diratifikasi suatu negara Muslim tertentu. 
Menurut Wahbah al-Zuhaili, perjanjian dalam Islam 
bukan hanya secarik kertas untuk menipu pihak 
lawan, atau kedok untuk pelaksanaan tujuan pribadi 


tertentu, atau slogan bagi yang kuat untuk 


dalil untuk perlindungan kafir musta'man. Dalam hal ini, United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengakui 
penyelamatan pengungsi sebagai tindakan kemanusiaan yang 
bersumber dari ajaran Islam. 
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memaksakan kehendak mereka, tidak pula untuk 


menciptakan perdamaian yang zalim yang tidak 
berdasarkan kebenaran dan keadilan. Perjanjian 
dalam Islam dilindungi dari pengkhianatan, 
penipuan, dan penindasan. Al-Guran 
memerintahkan umat untuk memenuhi perjanjian, 
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al- 
Maidah: 1: 332i: 13431 | jal al GEL (Wahai orang-orang 
yang beriman, penuhilah janji-janji).20 Sebagaimana 
dalam hal hubungan antar-kelompok masyarakat, 
hubungan antar-bangsa (hubungan internasional) 


juga didasarkan atas prinsip perdamaian. 


Perjanjian-perjanjjan dan prinsip perdamaian 
antar-bangsa tersebut saat ini di bawah koordinasi 
dan pengawasan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB, 
United Nations), yang didirikan pada 1945 setelah 


Perang Dunia II, sebagai kelanjutan dari Liga 


20 Wahbah al-Zuhaili, Ahkâm al-Mu'áhadát fi al-Syari‘ah al- 
Islamiyyah, (Uni Emirat Arab: Majallah Kulliyyah al-Syari ah wa al- 
Qànáàn), h. 6, diakses dalam https:/ / ebook. 
univeyes.com/ 126888/ pdf. 
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Bangsa-Bangsa (LBB, League of Nations) yang 
didirikan pada 1920 setelah Perang Dunia |. 21 
Dalam perspektif Islam, PBB merupakan lembaga 
yang memiliki legitimasi karena telah disepakati oleh 
hampir seluruh negara di dunia yang menurut 
pandangan Islam dapat dikatakan sebagai 
konsensus internasional (al-mitsag al-'alamf) yang 


keputusannya harus dipatuhi oleh seluruh anggota. 


Hanya saja, dalam kenyataannya perjanjian 
internasional yang telah diputuskan oleh PBB tidak 
sedikit yang dilanggar, sehingga sering kali terjadi 
konflik antar negara, seperti pendudukan Israel di 
Palestina, serangan multinasional terhadap Irak dan 


perang Rusia-Ukraina, yang berdampak secara 


21 Misi utama pembentukan PBB adalah sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, yakni: (1) menjaga 
perdamaian dan keamanan internasional, (2) mengembangkan 
hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghormatan 
terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, (3) 
menciptakan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah 
internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau 
kemanusiaan, dan (4) menjadi pusat untuk harmonisasi tindakan 
bangsa-bangsa dalam pencapaian tujuan bersama. 
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global. Oleh karena itu, PBB harus diperkuat dengan 
memberikan kesetaraan hak antar anggota dan 
menambah representasi sebagai anggota tetap 
Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto dari 
negara berkembang. Selain itu, perlu diperbanyak 
forum-forum internasional yang memberi pengaruh 
kuat terhadap PBB. 


Penutup 


Sebagai penutup perlu digarisbawahi, bahwa 
hukum Islam itu bersifat dinamis dan fleksibel, yang 
mampu merespons semua persoalan baru yang 
timbul dari perubahan sosial dan perkembangan 
zaman. Para ulama pun sudah merumuskan 
metodologi ijtihad atau istinbath untuk memahami 
nash-nash (teks-teks) Al-Quran dan Hadits, 
termasuk ketika muncul permasalahan baru dan 
terbarukan (al-masail al-jadidah wal mustajaddah) 
yang tidak ada nashnya dan belum ada pendapat di 


dalam kitab-kitab standar (al-kutub al-mu'tabarah). 
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Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) telah memiliki 
rumusan Fikrah Nahdliyyah, yang menunjukkan 
khashaish (karakteristik) pemikiran NU serta metode 
pengambilan keputusan hukum, baik secara qauli 


maupun manhaji. 


Dengan metode  tersebut, NU dapat 
merespons persoalan-persoalan baru dan 
terbarukan (al-masail al-jadidah wal mustajaddah) 
atau menelaah ulang (i'ádatun nazhar) hukum- 
hukumnya, termasuk merespons berbagai masalah 
yang muncul dalam peradaban-peradaban di dunia 
pada saat ini. Terlebih lagi, dengan prinsip المحافظة‎ 
على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح‎ (menjaga legasi dan 
tradisi yang tetap maslahat atau bermanfaat dan 
mengambil hal-hal baru yang lebih maslahat atau 
bermanfaat bagi umat), NU dapat melakukan 
inovasi-inovasi baru untuk memperkuat peradaban 


Islam yang ada. 


Di antara praktik peradaban yang dihasilkan 


oleh NU dan umat Islam di Indonesia yang bisa 
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berbagi untuk masyarakat dunia adalah kontribusi 
NU bagi penguatan toleransi dan persatuan umat 
dan bangsa, yang dirumuskan dalam bentuk tiga 
pilar persaudaraan, yakni persaudaraan Islam 
(ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan nasional 
(ukhuwwah wathaniyyah), dan persaudaraan 
kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah). Di sisi lain, 
umat Islam di Indonesia juga telah menunjukkan 
kemampuannya dalam memadukan Islam dan 
demokrasi secara damai. Hal ini sekaligus juga akan 
menghilangkan persepsi negatif pihak-pihak di luar 
Islam, yang menganggap bahwa Islam adalah 


agama yang mendukung kekerasan dan perang. 


Ke depan, para ulama, tokoh Islam, dan 
negara Muslim di dunia seyogyanya ikut ambil 
bagian dalam perumusan tatanan global demi 
terwujudnya dunia yang adil dan damai, dan 
sekaligus menyelesaikan  persoalan-persoalan 
global yang dihadapi, terutama kemiskinan, konflik, 


perang, dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks 
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ini, seluruh bangsa di dunia seyogyanya mendukung 
substansi etika global, yakni saling memahami, 
saling menghormati, saling ketergantungan, dan 


kerja sama di antara bangsa-bangsa di dunia. 
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نائب رئيس جمهورية أنندونيسيا 


المؤتمر الدولي الأول "لفقه الحضارة" 


و عناسبة حفلة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس 
جمعية des‏ العلماء 


تجديد الخطاب الديني على سياق الظاهرة 
الحضارية في العصر الحديث 


المقدمة 

يَخْضّع نظام الحياة في العام لِلتَغيرات Sl ghey‏ بِاسْتمْرار. ما هو 
eda ots‏ في وَقْت أو 1G‏ واجد» قد لا dea LD OSG‏ في 
أؤقات أو أماكن AE‏ مع KEL a‏ وتطوّر PP AN‏ 
نظام الحياة ثابتاً دون اغتبار KAN‏ في HERI‏ وتطوّر AA‏ سيُعارض 
طبيعة Ltd JAN‏ مما يعني أيضا أنه يتباين an‏ قوانين أو أخكام 


(a) 
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LA AM خاصة‎ Sa الشَّيء في مُشْكلة الَهُم‎ Ses 
الدّينية‎ gala lio SR (أعني المعاملة) التي هي اجْتِهادِيّة.‎ a 
والأماكن والدوافع والتقاليد‎ NI دائما بتغيرات ا بتطورات‎ 
وَالأَحْوَالٍ‎ KANG HN i بحسب‎ IE المَنْوَى‎ GES والحضارات.‎ 
LG cos 

وهذا dou‏ على OF‏ خصائص cabal‏ الذي كان في الواقِع تَتيجَة 
الجتهاد اللّماءء s‏ و تطؤرية » وفقا akan‏ العصر eA.‏ ويذلك» 
لا يزال الفقه قادراً على إجابة المشاكل الجديدة أو المتجدّدة الواردة.2 تَرْفُض 


أابن قيم الجوزية , إعلام ا مواقعين عن Sy‏ العا مين (بيروت: دار SBI‏ د.ت)» بتحقيق عبد 
الرحمن الوكيل» ج 3» ص 4. علي sal‏ الندوي, القواعد الفقهية: مفهومها نشأتها تطوراتها دراسات 
مؤلفاتها أدلتها مهمّتها تطبيقها (دمشق: دار القلم, 1994( ص. 158. صبحي حصان , فلسفة 
التشريع الإسلامي (بيروت: دار الملايين» 1961( ص 198. محمد صدقي البرنو, الوجيز لإضاح 
القواعد الفقهيات SLI‏ (الرياض: مؤسسة الرسالة, 1983( ص. 182. وأوضح مصطفى 
أحمد الزرقاء أن القانون المتغير هو الأحكام الإجتهادية من قياسية ومصلحة. انظر مص طفى أحمد 
الزرقاء» مدخل الفقه الإسلامي (دمشق: دار الفكر, 1968( ص 924. 

2حدثت المشاكل الجديدة لعدة الأسباب./ولا التغيير الاجتماعي» الذي يشمل على التغيرات 
الثقافية والاقتصادية والسياسية في الوقت الحاضرء يتطلب فقهاء الإسلام تقديم إجابات للمشاكل 
الجديدة الناشئة بالإضافة إلى مراجعة آراء العلماء السابقين التي لم تعد تناسب السياق الاجتماعي 
الحالي. ثانيا يؤثر SbF‏ العلم والتكنولوجيا بشكل كبير على الجهود المبذولة للحصول على آراء أقوى و 
أرجح من بين الآراء التي تطورت في الفقه القديم حيث لم يتطور العلم والتكنولوجيا بسرعة في العصور 
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مُروَّة الفقه $S‏ بعض الناس Sb‏ الفقة حكمٌ أو قاعدةٌ جامدة ومقدسة Y‏ 
تَغْيير فيه. een‏ الفقة على أنه تجميع للشريعة الإسلامية الثابتة. ويُفتتض 


we > 


أيضاً OF‏ له القداسة المتساوية بقداسة نصوص الشرعية الموجودة في القرآن 
والحديث. مثل هذه الافتراضات لا تتوافق مع الفهم الديني الصحيح. 

تتطلب خاصيةٌ المرونة للفقه Spry‏ فتاوى (قوانين) جديدة قادرة على 
الاستجابة لديناميات المجتمع وتطور العصر. حتمية وجود الفتوى الجديدة 
OY Sale‏ المصادر الرئيسية للقانون» أي نص القرآن والحديث» محدودة للغاية» 
في حين أن JAAN‏ الجديدة والمتجددة تتغير وتتطور باستمرار. ON"‏ 
IE gega)‏ ولكنّ FE jd ost‏ تحدُودة أؤ geall SN‏ 
sus‏ | ,30 الحواوت والتوازل لا LS‏ "3 

وفقا بذلك قال الإمام الحرمين الجويني (ت 478 2( Of‏ مَعْظَم 
الشريعة إنتاج الإجتهاد استجابةً لمتغيرات المجتمع وتطوراته. shat DI‏ 


الكلاسيكية c‏ ولا سيما العلوم الطبيعية و الرياضية. G‏ ظهور مشاكل اجتماعية متنوعة بشكل متزايد 
> مثل الفقر Lily‏ حياة المتعة والانحراف الجنسي وغير ذلك. 

cS بكر الشهرستان» ا ملل والنحل (بيروت: دار‎ a الفتح محمد عبد الكرم بن‎ T 
200 د.ت)» ص‎ 
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الشَريْعة صَدَرَ عَنِ Jog tally NENI‏ لا تفي EY‏ من مغشار 
وبالمثل» ذكر الإمام شهاب الدين 1۸٤ co) QUI‏ ه) أن التركيز 
على صيغة دينية واحدة» دون النظر إلى التغييرات التي حدثت» كان ممارسة 
مضللة للدين وحماقة فهم تفسيرات العلماء الأوائل. "الجْمُودُ عَلَى المنْقُولاتِ 
dto Ii‏ في sull satis es SAN‏ المسليين CAES‏ الماضين".5 
SI‏ لا يمكن أن تتغير جميع التعاليم الدينية وفقا لتغير الأوقات 
والأماكن والتقاليد والحضارات. هناك أشياء يجب مراعاتما في هذا الصدد. 
منها:6 
أولاء يحب إجراء تغييرات في القانون (الفتاوى) من قبل مجموعة من 
الأشخاص الخبراء في JE‏ الفقه» وليس غيرهم. ثانياء تم التغيير في الصيغة 
الدينية التي محت ها بالتغيير (المتغيرات)» وليس على الصيغة الدينية الثابتة 


4الجويني, البرهان في أصول الفقه (بيروت: دار الفكر العلمية. د.ت)» الجزء 2 » ح. 
819. 

1 أنوار البروق في أنواع الفروق» ا مجلد‎ , SAN الدين أبو العباس أحمد بن إدريس‎ cot a 
177 (الكويت: دارون نوادر» 2010( ص.‎ 

6خمد سلام مذكور , مناهج الاجتهاد في الإسلام, (الكويت: مطبعة العصرية» 1974(« 
ص 346-344. لاحظ أيضا عبد الوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه , 
(الكويت: دار القلم1972)» ص 13-8. 
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وغير المتغيرة (الثوابت). وتندرج في فئة الثوابت JALAN‏ التي يوجد بشأتما 
CoU]‏ قانون في Joi‏ قطعية الثبوت والدلالة (أي نصوص القرآن والحديث 
التي تبين مصدرا ومعنى محدّدا أو مطلقا), والمشاكل التي تنتمي إلى ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة (أي تعاليم الدين الإسلامي التي GAS‏ المسلمون 
بوضوح)» مثل وجوب أداء الصلوات الخمس» ووجوب العدل» وحلالة البيع 
والشراء» وتحريم الزناء تحريم الظلم» وتحريم أكل أموال الآخرين بدون «E‏ 
وغير ذلك. وقي هذه الحالة قال الإمام الغزالي (ت 505ه):'وَوُجوب 
الصّلوات AB‏ والركوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيه أدلة 
قطعية eb‏ فيها المخالف» فليس ذلك محل الاجتهاد.7 

Lil‏ المتغيّرات هي أمور في النصّ الذي (أ) كان gh‏ الثبوت والدلالة 
( أي نصصص القرآن والحديث تُظهر مصادرٌ ومعان Es‏ أو غير 
مؤكدة)ءأو (ب) كان قطعي الثبوت Bb‏ الدلالة (أي نصوص القرآن 
والحديث pelit‏ مصدرا Hts‏ ولكن مع معنى محدّد)» أو (ج) كان ظني 
الثبوت قطعي الدلالة (أي نص وص القرآن والحديث التي pai‏ مصادر 
نسبية ذات معنى محدد)» أو (د) لا ted‏ نص Gl)‏ نصوص القرآن 
والحديث). 


V‏ حامد الغزالي , ا مستصفى من علم الأصول ,(لبنان: دار الكتب العلمية» 2000( ص. 
345. 
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ثالثاء كان الوضع القانون الناتج ظتيا (أي كان القانون ARAS‏ نسبية 
على الرغم اعتبره واضغعه صحيحا)» فأمكن وجود اختلاف آراء العلماء 
حوله. هذه نتيجةٌ منطقيةٌ لوجود الأدلّة الظنية من حيث المصدر أو المعنى. 

يُسجّل تاريخ الحضارة الإسلامية أن محاولات الاجتهاد أو صياغة 
الفقه وفقا للتغيرات الأزمنة والأماكنة والحضارات قد حدثت من وقت 
Lus y‏ أداؤها حين حياة النبي في بداية الإسلام إلى العصر الذهبي 
للمسلمين. كان علماء تلك العصور مُبدِعين ومتجاوّبين و متوقعين أيّ 
مشاكل نشأت أو ستنشأء حتى ظهر عدد من tet‏ المشهورين الذين 
أنتجوا أفكارا وأعمالا kasi‏ للمسلمين التاليين. 

dé‏ من علماء اليوم أن يكونوا قادرين على الإجابة على 
المشكلات المعاصرة bey‏ » خاصة للتغيرات في المجتمع نتيجة التقدّم في 
العلوم والتكنولوجيا. ومع ذلك يجب OF gah OF‏ القدرة العلمية للعلماء 
اليوم تختلف عن قدرة العلماء الماضيء في حين أن المشاكل التي تظهر 
SARA‏ بشكل متزايد (ليست بسيطة كما كانت في الماضي). في هذا 
الوقت» من الصعب للغاية العثور على الوفاء بمتطلبات الاجتهاد التي يحب 
أن يمتلكها الفرد. لذلك» WE a5‏ صياغةٌ الفقه المعاصر لاستجابة المشاكل 
الحاضرة من قبل منتدى أو فريق يتكون من مجموعة من الأشخاص الذين 
لديهم تخصّصات علمية مختلفة» بحيث يكمل أحدهم بعضهم البعض للوفاء 
بمتطلبات الاجتهاد. 


55 


مَنهاج الفكرة البهضيّة 

نحضة العلماء (NU)‏ كجمعية دينية اجتماعية لديها مبدأ الفهم 
الديناميكي والسياقي. قبل 1992 , اتمهت نمضة العلماء نحو فهم الفقه 
الذي يعتمد فقط على آراء القولى للعلماء السابقة. نظرا لوجود العديد من 
المشكلات التي لا يوجد لها رأي yd‏ من العلماء الماضي في كتبهم المعبرة» 
كان العديد من المشكلات لا GE‏ عليه (أي موقوفٌ من الفتوى)» فلم $3 
Be‏ العديد من مشكلات التي يواجهها امجتمغ. 

أجرت "المشاورة الوطنية لعلماء تمضة العلماء" ) Musyawarah‏ 
a (Nasional Ulama Nahdlatul Ulama‏ 
لومبوك (Lombok)‏ عام 1992 إصلاحات من خلال Gui‏ على 
نظام لصنع القرار منهاجياء بالإضافة إلى صنع القرار قوليا. آثَرَ هذا 
الاتفاقٌ الديناميات في بحث المسائل التي تنفذها ded‏ العلماءء بحيث لا 
يظهر قرارا موقوفا منه (أي قرارٌ OG‏ في المسألة لا إجابة لما لعدم قول العلماء 
عنها في الكتب المعتبرة) كما مضى, فيمكن حل مشكلات المجتمع 
بالكامل. 
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تشمل طرق SUE‏ القرارات القانونية قوليا و منهاجيا كما يلي: 

1. إذا Bae Sisi‏ الأقوال أو الوجوه في JLN‏ يتم بذل جهد 
لاختيار أحد الآراء بناءاً على مبدأ المصلحة أو القول الأرجح أو 
Jas‏ شخصية التي تعن القول. 

2. في حالة عدم حل المشكلة من قبل الكتب المعتبرة» فيتم حل 
المشكلة عن طريق SAL‏ المسائل بنظائرها (أي تسوية المسألة 
بمسألة أخرى aa‏ بحا التي تم حلها من قبل أقوال الكتب 
المعتبرة). SA‏ هذا الطريق LAS‏ 

3. في حالة عدم إمكانية AYI‏ بسبب OLE‏ ملحق به و وجه 
الإ حاق في الكتب ال معتبرة» فيتم إجراء الإستنباط ا جماعي» أي عن 
طريق تطبيق القواعد الأصولية و القواعد الفقهية من قبل الخبراء. 


ثم تم استكمال طريق الاستنباط d)‏ صنع القانون) بقرار "المشاورة 
الوطنية لعلماء ad‏ العلماء" عام 2006 3 سورابايا (Surabaya)‏ 
الذي حدّد أربع إجراءات لإجراء الإستنباط ا جماعي» وهي: (1) تصوّر 
المسألة أي فهم صحيح لقضية التي سيحدّدها coul‏ )2( الإستدلال أي 
العثور على دليل الذي سَيُستخدم كأساس للقرار القانوني» (3) كيفية 
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الإستدلال أي تطبيق الدليل على المسألة بطريقة أخذ القانون» و )4( وضع 
القانون ola,‏ المسألة التى تمت مناقشتها. 
بالإضافة إلى ذلك » يتم استكمال الطريقة أيضا بقرار "المشاورة 
الوطنية لعلماء dad‏ العلماء" عام 2006 عن خصائص التفكير عند 
xa"‏ العلماء" cl)‏ خصائص الفكرة النهضية)؛ التي تشمل على:8 
.555 توسطية» U‏ يعني أن "نهضة العلماء" تستخدم مبادئ الفكر 
اللمتواسط و المتوازن و المعتدل. فإن فكرة النهضية إذن ليست 
فكرةً إفراطيّةَ ولا تفريطيّة. 
SS. b‏ أصلاحية , مما يعني أن طريقة تفكير ded"‏ العلماء" تؤدي 
إلى جهود إصلاحية نحو OA‏ أفضل, يتماشى مع فطرة "نمضة 
العلماء" كحركة العلماء في إصلاح الأمّة دينيّةَ و إجتماعيّة. 
©. فكره تطوّرية؛ ما يعني أن طريقة تفكير ad"‏ العلماء" ديناميكية 
وليست ثابتة. la,‏ أن 'فكرة uad‏ لا تستخدم نمج النصّي 


8 أنظر منهج الفكر لنهضة العلماء التي مت صياغته في منتدى المسمّى ب"تصوير 
الأفكا " قبل تأسيس "نمضة Lad‏ عام 1926 م. 
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x So. d‏ منهاجية » أي of‏ طريقة التفكير تقوم على الأساليب المتفق 
عليها بين العلماء» منها أساليب phe‏ التفسير و علم الحديث و 
أصول الفقه و القواعد الفقهية. UT‏ إذن ليست فكرةً بلا منهج 
ولا حدود ولا ضوابط. 

OF » تتحول نحضة العلماء كمؤسسة أبدا إلى اليسار أو اليمين‎ d 
هي أساس تفكيرها‎ ally » العلماء مبنية على أساس فكرية كمضية‎ as 
كانت مسؤولية‎ el العملي في تحمل مسؤولياتها » سواء كانت مسؤولية دينية‎ 
. 1926 إرفاقها منذ ولادة "نمضة العلماء" عام‎ CE الذي‎ Alle وطنيةً و‎ 


الحضارة الحديثة ووجهات النظر الإسلامية 

dad”‏ العلماء" كمنظمة تضع أساس تفكيرها على الإسلام رحمة 
للعالمين تتحمّل مسؤولية كبيرة عن المشاكل العالمية التي تحدث في pas‏ 
الحضارة الحديثة اليوم. تستند هذه المسؤولية إلى تعاليم الإسلام. أن الإنسان 


خليفة الله في الأرض» كما هو مذكور في القرآن سورة البقرة:أية 30 € وهي: 
" وَإِذْ AES Ais JB‏ إئي Dele‏ في MARIA aN‏ 
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كخليفة الله الموهوب بالعقل والضمير» يتم تكليف الإنسان بمهمة 
(تفويض) لإدارة وبناء الأرض 9L Lamo‏ هذه المهمة كفاعل التنمية (أي 
(ell‏ تتوافق مع سورة هود أية 61 » وهي: Ga LET GA"‏ 
الأزض وَامْتَعْمَرَكُمْ "tà‏ ,10 

عند المفسّرين ,كلمة "واستعمركم" بمعني "كلفكم إمارتها", إي أنكم 
مسؤولون عن ازدهار الأرض. في موقفه كخليفة ومعمّرء يحب على الإنسان: 
(i‏ وضع نفسه ك "وكيل الله" الذي يقوم الوظيفة من الله سبحانه وتعالى » ب) 
الناس كالشركاء الذي "يوكل الله" يجب أن يقوي بعضهم البعض (تساند) c‏ 
وليس معاديا لبعضهم البعض (تعاند)» OY‏ معطي الوكالة واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى » ج) ينلغي على الناس حفظ بعضهم بعضاً AN‏ في أرض 
واحد» بحيث ISI‏ كان هناك اضطراب قي مكان cle‏ فسيؤثر على إنسان آخر 
في مكان آخر. يجب إذن منع أي اضطراب محتمل sh‏ وسيلة clas‏ كم قيل 
في الحديث: 


ا لحضارة هي مجموعة من المنتجات البشرية التي حققت تطورا Whe‏ إلى حد ما » ماديا كان 
أو غير مادي. تشمل الحضارة على العلم والمعتقدات (الدين) والأخلاق والقيم الاجتماعية والأنظمة 
الاجتماعية والدولة والإبداعات البشرية مثل الأعمال الفنية والتكنولوجيا. انظر 
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),‏ 
.p.184.‏ 

0انظر محمد سعيد رمضان البوطي» منهج ا حضارة الإنسانية في القرآن» (دمشق: مكتبة 
الأسد» 1998( ص 25-24. 
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jab فوم اسْتَهَمُوا عَلَى سفينة»‎ JAS مَل القائم في حدود الله ولْواقِع فِهَا‎ 
مِنَ الماع‎ BREL IS] GALÍ الذينَ في‎ SIG أسفلهاء‎ petang ASET selang 
455 مَنْ‎ 3E ds US mai في‎ Ge CT َو‎ adus adii مروا عَلَى مَنْ‎ 
WA S, GZ geal على‎ uie وإ‎ te USUS أَرادُوا‎ us تروهم‎ OG 
البخاري.‎ bloy 

لبناء الحضارة » SLL cael‏ مجموعة من التعليمات فيما يتعلق بحبل 
لله وحبل من الناس» التي ترد في القرآن والحديث. إن التعاليم التي تحكم علاقة 
الإنسان مع الله مفصلة» في حين أن التعاليم التي تحكم العلاقات البشرية غير 
مفضّلة لإفساح مجاهم للتطور ديناميكيا. 

لذلك, كانت الحضارة الإنسانية في المنظور الإسلامي حضارةً ذو بعد 
al‏ .و في نفس الوقت لها بعد إنساني. و OF‏ تطور الحضارة الإسلامية, إذن 
لا يمكن فصله عن التعليمات أو القوانين التي أعطاها الله للبشرية باعتبارها 
صاحبة الولاية. 

أصبحت الحضارة الإسلامية واحدة من أعظم الحضارات في العام » 
بالإضافة إلى الحضارة الغربية والحضارة الشرقية (البوذية والهندوسية والصين 
واليابان) والحضارة الأرثوذكسية (أوروبا الشرقية). شهدت الحضارة الإسلامية 
المجد )750 م -1258 c (e‏ أي Lue‏ قدم العلماء والفلاسفة والعلماء 
والمهندسون في العام الإسلامي العديد من المساهمات في تطوير العلوم والثقافة 


61 


والنظم امجتمعية المتقدمة » سواء من خلال الحفاظ على التقاليد القائمة أو 
من خلال الابتكارات والاكتشافات الجديدة. وهكذا » مارس المسلمون في 
ذلك الوقت حقا مبدأ "الحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح" 
Ny.‏ مع الأسف الشديد تراجع كل ما قد تقدّم بأسباب. منها السبب 
الداخلي وهو تَضاعُف روح البناء والابتكار للمسلمين .و السبب الخارجي 
هو ظهور التقدم الأوروبي واستعمار معظم الدول الإسلامية. 

في هذا الوقت» دخل العام فصلا جديدا من الحضارة الإنسانية › 
ويرجع ذلك أساسا إلى التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا في جميع أنحاء 
dli‏ » تمشيا مع العولمة. وفي هذا السياقء يُطلّب من العلماء والمفكرين 
المسلمين أن يكونوا قادرين على الإجابة على ديناميات هذه الحضارة؛ التي 
بنتها Lie‏ حضاراتٌ GA‏ في بعض النواحي» تختلف هذه الحضارة 
الجديدة عن الحضارة السابقة.!! قد لا يكون Sae‏ من الأحكام الفقهية التي 
Cote‏ مشناكل الحضارات ALS‏ مناسباً للاستجابة مشاكل الحضارات 
الحالية. لذلك يتطلب Bole] AYI‏ تفسير بعض قوانين الفقه من خلال 
صياغة فقهات جديدة أكثر انسجاما مع الحضارة الجديدة اليوم. والأهم من 


TI‏ تطورت الحضارة الإنسانية في خمس مراحل . أولا المجتمع الصيدي gat)‏ 1.0). ثانيا 
الجتمع الزراعي (المجتمع 2.0). ثالثا امجتمع الصناعي aat!)‏ 3.0). رابعا امجتمع المعلومات (المجتمع 
4.0( خامسا المجتمع الذكي eat)‏ 5.0). 
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ذلك هو حاجة المسلمين إلى مارسة القاعدة المذكورة مع التركيز على 
"الأخذ بالجديد الأصلح" لإعادة بناء حضارة إسلامية متقدمة. 


1. العلوم والتكنولوجيا 

في سياق بناء dad GL adi‏ دور العلم مُهما للغاية» بل |« بمثابة 
مفتاح الحضارة (العمارة). يجب أن بملكه الإنسان. لذا يلتزم Ule‏ إعداد 
موارد بشرية متفوقة» SES‏ العلوم والتكنولوجيا. OL‏ الله أمرنا بقوله "لقأ باسم 
ربك الذي خلق". كلمة Y'S"‏ يعني التلفظ فقطء OF‏ تلفظ ليس "قراءة" 
بل "تلاوة". بالعكس تعني كلمة "قرأ" التأمل و الفحص كل شيء» سواء 
ما في القرآن أو ما في حياتنا. وبعبارة أخرىء إن ما Gal‏ ويُبحَث ليس 
el‏ القرآن (أو (UT‏ فحسب» ولكن LAY Goi‏ المكتوبة على 
صحاف لموجودات (أي OUT‏ الكونية)» سوء في شكل العلوم 
الاجتماعية (social sciences)‏ أو العلوم الطبيعية natural)‏ 
5 ا العلوم الإنسانية (humanities)‏ إن OLY‏ لا js‏ 
انقسام العلم. akal‏ الإسلام تكامُل العلم» لأن أيّ أشكال العلم من آيات 


W 


NU 
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في تاريخ الحضارة الإسلامية» نجح العلماء المسلمون في تطوير العلوم 
بشكل شامل» Jama‏ العلوم عن آيات الكونية. ولكن بعد ذلك انتكس 
Isle‏ العلوم في العام الإسلامي لعدة الأسباب كما ذكرث. لذلك» يجب 
علي المسلمين إعادة تطوير العلوم والتكنولوجياء بالإضافة إلى Gas‏ 


E 


وبالتالي» ليس من الصحيح ان OF SLE‏ العلم Lee‏ الفساد والفوضى على 
وجه هذه الأرض. OY‏ العلمّ, كما ذكر, هو مفتاح الحضارة. |9 مصدر 
الفساد هو الطمع البشري الذي يسيئ استخدام العلم» كما ذكر في القرآن 
سورة المؤمنون Gall eal s" :71 af‏ أَهْوَآءَهُمْ iA canal‏ 
HÀ pa Es MISSE Oa ped oas GAN‏ عن raga‏ 


NE o 


Opa ya 


2. العلاقات بين الجماعات الدينية 
aid te‏ به في الحضارة الحديثة هو نمط العلاقات بين الجماعات 
في المجتمع أو في الدولة. والنمط JUM‏ هو وجود الاعتراف فيها بتعددية 
امجتمعات و مبادئ التسامح والسلام. ومن بين العلاقات بين الجماعات 
التي تحظى الآن بالاهتمام هي العلاقات بين الأديان» SY‏ الصراعات 
والتوترات بين الجماعات الدينية لا تزال شائعة في العديد من البلدان. في 


سياق الإسلام في الماضي » كان obs‏ حول العلاقة بين المسلمين وغير 
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المسلمين؛ وهما مبدأ العلاقات السلمية ومبدأ العلاقات الصراعية. يعتمد كل 
واحد منهما على نص وص القرآن والحديث» التي يلزم فهمُها Sh‏ 
سياقها الإجتماعي والسياسي. كان ابن صلاح من بين العلماء الماضية 
الذين تمَسّكوا مبدأ السلام في العلاقات بين الأديان. نقل عنه وهبة الزحيلي 
هذا الكلام: SI"‏ الأضل dui a bY MEAS JA BE) GA‏ ا 
LR I‏ ل 
ea as dei Ke AUS‏ "12 

في الماضي» كانت العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين مُلوّنة 
بالصراعات أو التوترات. لذلك جمع الفقه الكلاسيكي غير المسلمين في أربع 
فغات» وهي: (T)‏ الذمّي» وهو غير المسلمين الذين يعيشون في الأراضي 
الإسلامية (دار الإسلام) عن طريق دفع الضرائب (الجزية)» )2( معاد أو 
cafe!‏ وهو غير المسلمين الذين يعيشون في الأراضي غير الإسلامية التي لديها 
اتفاقيات مع الأراضي الإسلامية» (3) المستأمّن, وهو غير المسلمين الذين 
يطلبون الحماية الأمنية في الأراضي الإسلامية» و (A)‏ الحربي» وهو غير 
المسلمين الذين يعيشون في مناطق الحرب (دار ALA‏ 

Saiki‏ المجموعات الأولى والثانية والثالثة الحماية من الحكومة في المنطقة 


لمت 


ig a 


الإسلامية. فحماية AW‏ مذكورة في الحديث: Ga"‏ آذَى (IST AAS Ga‏ 


2انظر, وهبة الزحيليء أثار الحرب في الفقه الإسلامي» (بيروت: دار 
+(e1998+_ Sal‏ ص107. 
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Sg‏ آذَايْ AS‏ آذى الله". (رواه الطبراني) تستند حماية معاهد على الحديث: 
"من d stad Qd‏ رخ Og i An‏ يها c‏ من AA Gan ih‏ 


Tn e ui b مبني علي القرآن سورة‎ Mos Lal (رواه البخاري)‎ 


Z 
4 


NG A abe يَسْمَعَ كَلامَ ال‎ & gel اجا‎ HAN ga det 
لا لفون"‎ 233 ee 


لكن OW‏ لم تعد هذه الممطلحات مستخدمة في البلدان 
الإسلامية. في الدولة الوطنية (nation state)‏ يطلق على سكاتها اسم 
ا موطنين Jan (citizen)‏ النظر عن أدياتمم. OY‏ جميع المواطنين قد 
وعدوا با خضوع والامتثال للدستور والقوانين المعمول M‏ في البلاد» لهم نفس 
الحقوق والواجبات. المواطنون مُلرّمون أيضا باتفاقيات للحفاظ على الوحدة 
الوطنية وأمن الدولة واحترام حقوق الإنسان لبعضهم البعض. الآن هذه 
المعاهدة في شكل أيديولوجية ودستور للدولة. في باللغة العربية تسكّى 
المعاهدة ب"الميثاق الوطني" » و تسمى الدولة "بدار الميثاق "13 كما ألمح 
عنها القرآن في سورة Sip" :92 af Lott‏ گان مِنْ Hs KE A33‏ 


Rahmat Edi Irawan, Darul Misag Indonesia Negara ,رظiî3‎ 
Kesepakatan: Pandangan K.H. Ma'ruf Amin, (Jakarta: UNJ Press, 2021) 
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في مناقشة فقه المواطنة 14 يستند العلماء إلى ميثاق المدينة المنورة 
الذي يعتبر كمرجع لمفهوم ا ميئاق الوطبي. GÍ‏ مبدأ حب الوطن يستند على 
الحديث: "اللهم cz‏ إلينا المدينة» UAS‏ مكة أو أشد." (رواه البخاري) 

مع تغيرات الظروف المذكورة » يرى أغلبية العلماء اليوم أن العلاقة 
بين المسلمين وغير المسلمين تقوم على مبدأ العلاقات السلمية» ولا تقوم 
علي Ble‏ الصراع أو الحرب:"إِنَّ BAS‏ سس wake Coolie ve‏ 

يتوافق مبدأ السلام مع رسالة الإسلام كرحمة للعالمين» كما ذكر في 
القرآن سورة الأنبياء أية 107. يتوافق المبدأ أيضا مع التعاليم الإسلامية 
حول الحرية الدينية والتسامح كما ذكر في القرآن سورة البقرة af‏ 256: "لا 
إكراه في الدين" و في سورة الكافرون أية 6: "لكم دينكم ولي دين" .في هذا 
الصدد, يقول إبن القيم الجوزية: 

Gol, its is É‏ عَلَى اليكم وَمَصَالِح Kal‏ في 


8 و 


de NG oles plac‏ عذل كُلَهَاء 3355 MS‏ وَمَصَالِحُ 
4 نظر ظاهرابن عبيد» فقه المواذنة في الفكر الإسلامي المعين» (الجزائر: جامعة باتونة» 2013( 


15 عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» تكملة ul‏ شرح ا مهذب» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2007(« € 24 ص 117. انظر Lal‏ وهبة الزحيلي» أثار ا حرب 3 الفقه الإسلامي» 
ص. 135-130 و 788. 
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Íj sad yes BLS d] AD oes (gH‏ الْمَفْسَدَةٍ 
vL‏ الحكمَة إل الْعَبَثْ؛ فَلَيْسَتُ مِنَ Big BN‏ إن SI‏ 
ia, das IU Ja Qè‏ غدل الله hg woke Ga‏ 2 
dE pE IA kang cals‏ 


PAN 


تماشيامع هذا المبدأء فإن مفهوم الجهاد الذي اقترحه العلماء 
السابقون يحتاج أيضا إلى مراجعة و إعادة النظر. أيّد غالبية العلماء في 
الممضي Aggie‏ الجهاد المجومي, OF‏ الظروف المعيشية في ذلك الوقت 
كانت غارقة قي الصراعات والحروب بين مجموعات من الناس. بالإضافة إلى 
ذلككء لم تكن dee‏ وطنية أو دولية phd‏ وتشرف على العلاقات بين 
المجموعات وبين الدول في ذلك الوقت. 

على العكس من ذلكء فإن غالبية العلماء اليوم يؤْيّدون مفهوم 
الجهاد الدفاعي» الذي لا ينفصل أيضا عن ظروف هذا العام الحديث التي 
تعطي الأولوية لمبدأ السلام والوئام في حياة المجتمع والشعب و الدولية. حرّم 


16 ابن القيم ا جوزية, الإعلام ا موقعين عن Sy‏ العا مين» (بيروت: دار C (1973 «he‏ 
LEN‏ 
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الله Suo‏ في الأصل. ثم Bud‏ بعد هجمات المشركين علي المسلمين» 
كما ورد في القرآن سورة الحج أية 39: spall Sat"‏ يُمُتَلُونَ REI T‏ 
MA jas ue SES‏ 

d‏ يكن جهاد الحرب ضد الكفار الذي قام به النبي والصحابة بسبب 
وثنيتهم؛ ولكن بسبب حرابتهم ضد المسلمين. IT‏ في القرآن يوجد عدد من 
الآيات التي تعني حرفيا Ske‏ الحرب بشكل هجومي كما تفهمها الجماعات 
المتطرفة حاليا. لكن لو نُظِرت من ترتيب الآيات وسياقها (أي أسباب 
(Uji‏ فظهرت das Uf‏ على الحرب الدفاعي» أي عمل دفاعي ضد أي 
شخص يهاجم أولا. 


3. العلاقات الدولية 


منذ البداية قدم الإسلام تعاليم عن العلاقات بين المجموعات» التي يشار 
إليها في السياق الحالي باسم العلاقات الدولية. عرض OT‏ والحديث 
مراجع معيارية» صاغها علماء القدماء باسم فقه السيار» كما alle‏ محمد 
بن حسن الشيباتي (ت 189 ه) 3 كتاب كتاب السيار الكبير. 18 vl‏ 


7 خمد سعيد رمضان البوطي, ا جهاد في الإسلام وكيف نفهمه وكيف نمارسه. (بيروت- 
دمشق: دار الفكر» 1997( ص53-52. 


8 محمد بن حسن الشيبات , كتاب السيار الكبير» (دار الكتب العلمية» 1992( 
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علماء اليوم يسمّيها "العلاقات الدولية". و هي نفس المصطلح الذي 
تستخدمه Cis‏ العالمية وعلم العلاقات الدولية. ومن الآيات القرآنية التي 
تشير إلى العلاقة بين الأمم هي أية 13 من سورة الحجرات LAN EE:‏ 
S S cud ids GS pliss ues Ha &‏ 
بيّنت الآية أن تجمع البشر كسس كان هذا العام في شكل قبائل وأمم 
يتوافق مع الواقع في هذا الوقت. في تنوٌع القبائل والأمم والتقافات 
والحضارات» يجب أن تقوم العلاقة بينها على مبدأ 'التعارف". في الماضي» 
يعرف مفهوم 'الدولة القومية ولم تكن الحدود الإقليمية لمملكة أو 


5 


إمبراطورية واضحة. منذ معاهدة ويسفاليا (Westphalia)‏ عام 
1648( أصبح مفهوم الدولة القومية وحدود الأراضي ذات السيادة FSÍ‏ 
وضوحا. 19 لذلك؛ لم يكن لدى علماء الماضي من يناقش مفهوم الدولة 
القومية. كانت الدولة في التاريخ الإسلامي في شكل الخلافة» والتي لا تحدد 
مناطق جغرافيتها. لكن في هذا الوقت» إجتهد معظم العلماء لإضفاء 
الشرعية على مفهوم الدولة القومية » YY‏ يتعارض مع الشريعة الإسلامية. 


9 الدولة القومية تعرف "UG‏ الحكومات ذات السيادة المقيدة إقليميا - أي الدول - التى 
.https://www.britannica.com/topic/nation-state‏ 


70 


z 


بالعكس , كان مفهوم الدولة القومية KAA‏ معاصرة لمفهوم 'شعوب" المذكور 
في LY‏ 

في الواقع, تفرق القانون الدولي و الشريعة الإسلامية من حيث المصدر. 
OY‏ الشريعة الإسلامية GE‏ من الوحي الذي ab‏ في شكل الاجتهاد 
السياقي المنسجم مع الزمن. ومع ذلك» في هذا الوقت» رأى غالبية العلماء 
أن هناك تطابقا Lle‏ بين مبادئ القانون الدولي الحديث ومبادئ الشريعة 
الإسلامية» خاصة في شكل معاهدات والمواثق والعادات و العقل الذي 
اعترفته الشريعة الإسلامية.20 Of‏ المعاهدة داخل بلد ما أو بين بلد وآخر 
ملزم و بحب طاعتها. من منظور الفقه » كان العهد الذي عقده مسلم مع 
إخوانه المسلمين أو مع غير المسلمين ملزماء كما ذكرته سورة النساء أية 
92. 

في الوقت الحاضرء تعد المعاهدات الدولية مصدرا رئيسيا للقانون 
الدولي» لذا التزمت الدول الإسلامية بمذا القانون الدولي» خاصة المعاهدات 
التي صدقت عليها دولة مسلمة. عند وهبة الزحيلي» العهود في الإسلام 


20 أصبحت القوانين الإسلامية كقانون ديني تتبعه الأمم المتحضرة del‏ مصادر تشكيل 
القانون الدولي. من القوانين الإسلامية التي اعتمدها القانون الدولي قانون اللاجئين» كما ورد في 
القرآن سورة التوبة: 6 » الذي يستخدم في الماضي كفرضية لحماية الكفار مستأمن. في هذه الحالة» 
تعترف "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" OF (UNHCR)‏ إنقاذ اللاجئين كعمل إنساني 
مستمد من التعاليم الإسلامية. 
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ليست جرد قطعة من الورق لخداع الطرف الخصم» أو غطاء لأداء أهداف 
شخصية معينة» أو شعار الأقوياء لفرض إرادتم» ولا لخلق "سلام ظالم" لا 
والقمع. أمر القرآن الناس بالوفاء بالعهد, كما هو مذكور في القرآن سورة 
المائدة: 1: " Vg ST Ugal GI LS‏ بِالْعْقُوْدِ".21 كلعلاقات بين 
مجموعات من الناس, كانت العلاقات الدولية تستند أيضا إلى مبدأ السلام. 

eat‏ هذه المعاهدات ومبادئ السلام بين الدول حاليا لتنسيق 
وإشراف الأمم المتحدة c (UN)‏ التي تأسست في عام 1945 بعد الحرب 
alu‏ الثانية» كاستمرار لعصبة الأمم (LBB)‏ التي تأسست في عام 
0 بعد الحرب العالمية الأولى. 22 من نظر الإسلام إن الأمم المتحدة 
مؤسسة تتمتع بالشرعية لأنه تم الاتفاق عليها من قبل جميع دول العالم تقريبا 


21 وهبة الزحيلي , أحكام الأحاديث في السيارية الإسلامية» (الإمارات العربية المتحدة: 
ale‏ كلية الشريعة والقانون)» ص. 6( تم الاطلاع kde‏ في [https‏ الكتاب الإلكتروني. 
.univeyes.com/126888/pdf‏ 
2 المهام الرئيسية لإنشاء الأمم المتحدة هي كما هو مذكور في الفقرة 1 من المادة 1 من 
ميثاق الأمم المتحدة » وهي: (1) الحفاظ على السلام والأمن الدوليين » (2) تطوير العلاقات الودية 
بين الدول على أساس احترام مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير » (3) خلق تعاون dao‏ في حل 
المشاكل الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية » و )4( كوا مركزا 
لتنسيق أعمال الدول 3 تحقيق الأهداف المشتركة. 
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& العالمي" الذي يجب أن يطيع قراراتها‎ BUSI" Lede يمكن أن يقال‎ s, 
أعضاءها.‎ 

مع الأسف الشديد, قد Sae Nga‏ الاتفاقيات الدولية التي UE‏ 
الأمم المتحدة» Č‏ يؤدي إلي الصراع بين الدول» مثل الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين وال لهجمات متعددة الجنسيات على العراق والحرب الروسية الأوكرانية 
التي لها تأثير عالمي. لذلك» يجب تعزيز "الأمم المتحدة" من خلال توفير 
حقوق متساوية بين أعضاءها وزيادة الأعضاء الدائمة في "مجلس الأمن الأمم 
الملتحدة " من الدول النامية. بالإضافة إلى ذلك» من الضروري توسيع 
المنتديات الدولية التي ها تأثير قوي على الأمم المتحدة. 


الختام 

في الختام» لا بد من ASI‏ على أن الشريعة الإسلامية ديناميكية 
ومرونة وقادرة على الاستجابة لجميع المشاكل الجديدة الناشئة عن التغيرات 
الاجتماعية وتطور العصر. Fle‏ العلماء منهج الاجتهاد أو الاستنباط لفهم 
نصوص القرآن والحديث» ولحل المسائل الجديدة والمتجددة التي لم يرد لها رأي 
العلماء في الكتب المعتبرة. في هذا الصدد, لجمعية نحضة العلماء "5,53 
نمضية" التي تشير خصائص تفكير نحضة العلماء أساليب وضع القرار القانوني, 
سواء كان قوليا أو منهجيا. 
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ois‏ المنهج» يمكن لجمعية نحضة العلماء استجابة المسائل الجديدة 
والمتجددة أو إعادة نظر قوانينهاء واستجابة مختلف المشكلات في حضارات 
العام ead‏ كيدا abila"‏ على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح» 
يمكن لجمعية نحضة العلماء تقديم ابتكارات جديدة لتعزيز الحضارة الإسلامية 
الحالية. 


من بين الممارسات الحضارية التي تنتجها dad‏ العلماء والمسلمون 
في إندونيسيا و يمكن أن تتقاسم للمجتمع العالمي مساهمة نحضة العلماء في 
تعزيز التسامح ووحدة الشعوب والأمم, والتي تمت صياغتها في شكل ثلاث 
ركائز للأخوة, وهي الأخوة الإسلامية و الأخوة الوطنية و الأخوة الإنسانية. 
من ناحية أخرى» أظهر المسلمون في إندونيسيا أيضا قدرتحم على دمج 
الإسلام والديمقراطية سلميا. وهذا سيقضي على النظرة السلبية من غير 
المسلمين الذين يعتبرون الإسلام دينا يدعم العنف والحرب. 

في المستقبل» يحب على علماء الإسلام وقادة الإسلام والدول 
الإسلامية في العام المشاركة في صياغة النظام العالمي لتحقيق dle‏ عادل 
وسلمي» وف الوقت نفسه حل المشاكل العالمية التي تواجههاء خاصة الفقر 
والصراع والحرب و إفساد البيئية. By‏ هذا السياق» ينبغي لجميع دول العام 
أن تدعم جوهر الأخلاق العالمية» يعني التفاهم المتبادل» والاحترام المتبادل» 
والتكافل» والتعاون بين دول العالم. 
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el 


أ البرنو» محمد شدقي» الوجيز لإضاح القواعد الفقهيات الكليات (الرياض: مصاصة 
الرسالة. 1983) 

البوطي» محمد سعيد رمضان» ا جهاد في الإسلام وكيف نفهمه وكيف نمارسه. (بيروت- 
دمشق: دار الفكر» 1997( 


c‏ محمد سعيد رمضان » منهج ا حضارة الإنسانية في القرآن» (دمشق: مكتبة 


الغزالي» أبو حميد» ا مستشفى من علم الأصول» (لبنان: دار الكتب العلمية؛ 
2000(. 


الجوزية» ابن القيم» إعلام ا مواقعين عن Sy‏ العا مين € (بيروت: دار الفكر» (e c‏ 

Key‏ عبد الرحمن النائب» del‏ الثالث. 

. البرهان في أصول الفقه» الجزء 2 (بيروت: دار الفكر العلمية. د.ت)‎ gest 

الندوي» أحمد على» القواعد الفقهية: مفهومها ELA‏ نطوراتها دراسات مؤلفاعا أدلتها مهمنها 
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SPEECH OF THE VICE PRESIDENT 
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
ON THE OCCASION OF 


THE INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON THE FIQH OF CIVILIZATION 


CONTEXTUALIZATION OF RELIGIOUS VIEWS 


TO THE REALITY OF CIVILIZATION IN THE 
MODERN ERA 


Introduction 


The social order in the world is constantly 
changing and evolving. What is suitable and 
relevant in one time or place, with the changes in 
society and the times, may not be relevant in 
another time or place. To impose a static way of life 


without taking into account the changes in society 


78 
Contextualizing of Religious Views to the Reality of 
Civilization in the Modern Era the Modern Era 


and the times, wouldbe going against the nature 
of change itself, which means going against 


sunnatulláh (the decrees or laws of God). 


The same thing also happens to the problem of 
religious understanding, especially those related 
to social life (mu'ámalah) which are ijtihádiyyah. 
The formulation of religious norms (figh) will 
always undergo changes following the changes 
and developments of the times, places, 
motivations andtraditions, and civilization, in line 


with a legal theory: 


تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال ,1 
والنيات والعوائد 


lIbn Qayyim al-Jawziyyah, 1/141 al-Muwaggi'in ‘an Rabb 
al'Alamin (Beirut: Darul Fikr. t. th.), edited by 'Abd al-Rahman al- 
Wakil, vol. III, p. 4; Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawáid al-Fighiyyat: 
Mafhümuhá, Nasy’atuha, Tathawwuruhd, Dirdsat | Mu'allifatihá, 
Adillatuhá, Muhimmatuhá, Tatbiqatuhá (Damaskus: Darul Qalam. 
1994), p. 158; Subhi Mahmashani, Falasafat al-Tasyri’ al-Islêmi (Beirut: 
Darul Miliyin. 1961), p. 198; Muhammad Sidqi al-Burnu, Al-Wajiz li 
Idháh al-Qawáid al-Figh al-Kulliyyah (Riyadh: Mu'assasah al-Risalah. 
1983), p. 182. Mushthafa Ahmad al-Zarqa explains that the changing 
law is .(الأحكام الأجتهادية من قياسية ومصلحة)‎ See Mushthafa Ahmad al- 
Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-Islami (Damascus: Darul Fikr. 1968), p. 
924. 
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Changes and differences in fatwas depend on 
changes in time, place, conditions, intentions, 
and prevailing traditions. 


This shows that the characteristics of fiqh, which is 
in fact the result of scholarly ijtihad, are flexible 
(murünah) and dynamic (tathawwuriyyah), following 
the dynamics and developments of the times. Thus, 
fiqh can still answer new or current issues (al-masail 
al-jadidah wal mustajaddah) that arise.2 This 
flexibility of fiqh dismisses the assumption of some 
people that fiqh is a rigid and sacred provision or 
norm that is impossible to change. Figh is 


understood as a standardized compilation of 


2These new problems occur for several reasons. First, social 
changes, which include cultural, economic and political changes at 
the present time, require Islamic jurists (fugahá) to provide answers 
to new problems that arise as well as a re-examination of the 
opinions of previous scholars who are no longer in accordance with 
the current social context. Second, the development of science and 
technology is very influential on efforts to find a stronger opinion 
(rajih) among the opinions that developed in classical fiqh where in 
the classical period science and technology have not developed 
rapidly, especially the exact sciences. Third, the emergence of 
increasingly varied social problems, such as poverty, hedonistic 
lifestyles, sexual deviance, and so on. 
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Islamic law and is assumed to be the sacred 
shariah texts (a/-nusds al-shar'iyyah) contained in 
the Quran and Hadith. This assumption is not in 


accordance with correct religious understanding. 


The flexible characteristics of fiqh require new 
fatwas (laws) that are able to respond to the 
dynamics of society and the times. The necessity for 
the existence of new fatwas occurs because the 
main source of law, namely the text of the Koran and 
Hadith, is very limited, while new and current 
problems continue to change and develop, as Al- 


Shahrastani said: 


o‏ النصوص محدودة oS‏ الحوادث والنوازل غير محدوده, او 
GY‏ النصوص تتناهى ولكن cual gall‏ والنوازل لا تتناهى 3 


This is because the texts are limited, while the 
problems that arise are not. Or because the 
texts have stopped, while the problems will 
always arise and never stop. 


3 Abi al-Fath Muhammad Abd al-Karim Ibn Abi Bakr al- 
Syahristani, al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Darul Fikr. t.th), p. 200. 
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In line with this, Imam Al-Haramain Al-Juwaini 
(passed away 478 AH) stated that most of the 
shariah is a product of ijtihad in response to 


changes and developments in society that occur. 
He said: 


إن معظم الشريعة صدر عن اجتهاد» والنصوص لا تفي بالعشر من 
معشار الشريعة.4 
Most of the shariah is the product of ijtihád,‏ 


because the texts relating to shariah are less 
than one-tenth. 


Similarly, Imam Shihabuddin Al-Qarafi (passed 
away 684 AH) stated that sticking to textual 
religious formula, without considering the 
changes that occur, is a mistake in practicing 
religion and ignorance of understanding the 


explanations of previous scholars. He stated: 
المسلمين‎ clade الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد‎ 


4 Al-Juwaini, al-Burhán Ff Ushiil al-Fiqh Beirut: Darul Fikr al- 
'Imiyah.tt., Juz 2, p. 819. 
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Stagnation to the literal texts is a misguidance 
in religion and ignorance of the intentions of 
previous scholars.5 


However, not all religious teachings can change 
in accordance with changes in time, place, 
tradition and civilization. There are things that 


must be considered in this regard, including: 


First, changes in the law (fatwá) must be made by a 
person/group of people who are experts in the field 
of fiqh (fagih), not others. Second, the changes are 
made to religious formulations that allow for change 
(mutaghayyirát), not to religious formulations that 
are fixed and unchanging (thawabit). Included in 
the thawábit category are issues that have legal 


provisions in the nas that are gat iyus thubüt wad 


“Shihab al-Din Abul Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi, Anwar 
al-Burüg fi Anwai al-Furtiq, cet, voll (Kuwait: Darun 
Nawadir,2010), p. 177 


6Muhammad Salam Madkur, Manáhij al-Ijtihád ff al-Islam, 
(Kuwait: Matba'ah al- Asriyah, 1974), pp. 344-346; see also “Abd 
al-Wahhab Khallaf, Mashádir at-Tashri al-Islami fi-má là Nass fih, 
(Kuwait: Darul Qalam, 1972), pp. 8-13 
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dalálah (texts of the Quran and Hadith that indicate 
the source and meaning of the definite or absolute), 
and issues included in the group of ma'lümah min 
ad-dín bid-darürah (Islamic religious teachings that 
are clearly known by Muslims), such as the 
obligation to perform the five daily prayers, the 
obligation to do justice, the permissibility of buying 
and selling, the prohibition of adultery, the 
prohibition of committing adultery and taking other 
people's property without rights, and so on. In this 
regard, Imam al-Ghazali (passed away 505 H) 


stated: 


جليات الشرع فيه أدلة قطعية يأثم فيها المخالف» فليس ذلك محل 
الإجتهاد. 7 


And the obligatory five daily prayers and 
zakah, and what the people have agreed upon 
with clear evidence from shariah, in which 
there is definite evidence that violating them is 
a sin, are not subject to ijtihad. 


7 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Usil, 
Libanon: Darul Kutub al-'ilmiyyah, 2000, p. 345. 
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While those included in the mutaghayyirát category 
are issues containedin the nas that: (a) zanniyus 
thubüt wad dalálah or (texts of the Quran and Hadith 
that indicate the source and the meaning of which 
is relative or uncertain), (b) gath'iyus thubut 
zanniyud dalálah (texts of the Quran and Hadith 
that indicate a definite source but with a relative 
meaning), (c) zanniyus thubüt gath 'iyyud dalálah 
(Quranic and Hadith texts that indicate a relative 
source with a definite meaning), and (d) no nas 
(Quranic and Hadith texts). 


Third, the status of the resulting shariah law is zannf 
(a law whose truth is relative even though it is 
considered true by the formulator), so there is an 
opportunity for differences of view among scholars 
about this. This is a logical consequence of the 
existence of religious propositions that are zanni, 


both in source and meaning. 


The history of Islamic civilization recorded that 
ijtihad efforts or formulation of figh according to 


changes in times, places and civilizations have 
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occurred from time to time. Even this was done 
when the Prophet was still alive and in the early 
days until the golden age of Muslims. The 
scholars at that time were very creative and 
responsive, even anticipatory of any problems 
that arose or were expected to arise, so a number 
of famous mujtahids were born who established 
very valuable thoughts and works for the next 


Muslims. 


Today's scholars are required to be able to 
answer and solve contemporary problems, 
especially the changes in society as a result of 
advances in science and technology. However, it 
must also be realized that the scientific capacity of 
today's scholars is different from the scholars of 
the past, and the problems that arise are 
increasingly complex (not as simple as in the past). 
At present, it is very difficult to find the fulfillment 
of the ijtihad requirements that must be 
possessed by an individual. Therefore, currently 


the formulation of contemporary figh as a response 
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to the problems that arise, is carried out by a forum 
or team consisting of a group of people who have 
different scientific specialization backgrounds, so 
that one and the other complement each other as 


a fulfillment of ijtihad requirements. 


Decision-Making System (Manhaj Fikrah 
Nahdliyyah) 


Nahdhatul Ulama (NU) as a community religious 
organization (jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah) has 
a dynamic and contextual understanding 
principle. However, before 1992, NU had 
experienced an orientation of understanding figh 
that only relied on the opinions of scholars (qaulí). 
As a result, because there are many issues for 
which there is no opinion (gaul) in the standard 
books (mu'tabarah), there are many issues that 
are mauqüf (pending), so many problems faced 


by the community are not resolved. 
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The National Conference of NU Scholars in 


Lampung in 1992 had been reformed by agreeing 


on a manhaji decision-making system, in addition 


to gauli decision-making. This has implications 


for the birth of dynamics in the bahthul masail 


carried out by NU, so that the bahthul masail no 


longer raises pending decisions and problems 


that arise in society can be resolved completely. 


This method of making legal decisions qaulí and 


manhaj? includes: 


1. 


When there are several voices on the same 
issue, an attempt is made to choose one of the 
opinions, either based on the principle of 
maslahah (good), which is stronger, or the 
strength of the scholars who expressed the 
voices, 

In the event that a problem/case has not been 
solved in the book, thenthe problem/case is 
resolved by the procedure of ilháq al-masáil bi 
nazáirihá (setting the same problem with 
opinions on similar matters) in a collective 


manner (jama”). 
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3. In cases where it is not possible to do ilhaq 
because there is no mulhaq bih and wajhul 
ilháq at all in the book, istinbat is done by jama7, 
namely by applying a/-qawá'id al-usüliyyah and 
al-gawa'id al-fighiyyah by experts. 


The istinbat (law-making) method is then 
complemented by the decision of the 2006 
National Conference of NU Scholars and 
Nahdlatul Ulama National Conference in 
Surabaya, which stipulates four procedures for 
doing istinbat jamá'f, namely: (1) understanding 
correctly about a case (fasawwurul masalah) that 
will be determined by the law, (2) looking for 
evidence that will be used as the basis for 
determining the law (istidlâl), (3) applying the 
evidence to theproblem with the method of law- 
making (kaifiyyatul istidlál), and (4) determining 


the law on the problem discussed. 
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In addition, the method is also complemented by 
the 2006 National Conference of NU Scholars 
decision on the characteristics (khasáis) of NU 


thinking,® which includes: 


a. Fikrah Tawassutiyah, which means that NU 
uses the principles of tawassuth (moderate), 
tawázun (balanced), and /'tidál (straight or 
moderate); and conversely, fikrah Nahdhiyyah 


is neither excessive (ifrat?) nor igonant (tafrítf). 


b. Fikrah Islahiyah, which means that NU's way of 
thinking leads to reformative efforts towards a 
better direction, in line with NU's nature as a 
movement of scholars to improve the ummah 
(harakatul ulamá' fi isláhil ummah diniyyatan wa 


ljtimá'iyyatan). 


c. Fikrah Tatawwuriyah, which means that NU's 


way of thinking is dynamic, not static, which is 


8The NU's Manhajul Fikr was formulated in a forum called 
Tashwirul Afkar (Mapping of Various Thoughts) before the 
establishment of NU in 1926. 
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proven that fikrah nahdiyyah not only uses a 
textual approach, but also contextual, so that 
thinking does not only use the qaulf approach 


but also manhají. 


d. Fikrah Manhajiyah, which means that the way of 
thinking is based on the method agreed upon by 
the scholars, whether it is the science of tafsir, 
the science of hadith, ushul al-fiqh, or al-gawaid 
al-fighiyyah, not a method without restrictions 
and without standards ( Ys 353» Ys بلا منحج‎ 
.(ضوابط‎ 


NU as an institution has never shifted left or right, 
because NU is builton the foundation of Fikrah 
Nahdiyyah, which is the foundation of thinking for 
NU's work in carrying out its responsibilities, both 
religious responsibilities (masuliyyah  díniyyah 
Islámiyyah) and national and state responsibilities 
(masüliyyah wataniyyah), as well as global 
responsibilities (masüliyah 'álamiyyah) inherent 


since NU was born in 1926. 
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Modern Civilization and Islamic Perspectives 


NU as an organization that lays the foundation of its 
thinking on Islam which is rahmah lil 'álamín (mercy 
for the universe) has a great responsibility towards 
global problems that take place in the era of modern 
civilization today. This responsibility is based on the 
teachings of Islam, that humans are God's 
representatives on earth (khalifatullah fil ard), as 
mentioned in Al-Quran Surat Al-Baqarah: 30, 
namely: 4418 25S في‎ Dele JAN eh قال‎ 3, 


As the caliph of Allah who is endowed with reason 
and conscience, humans are given the task 
(mandate) to manage and build the earth and its 
civilization.? This task as a doer of development 


(mu'ammirín) is in accordance with Al-Quran Surah 


? Civilization (al-hadárah) in question is a collection of 
human cultivation that has reached a fairly high development, 
both physical and non-physical. This civilization includesscience, 
belief (religion), ethics and social norms, social and state systems, 
science, and human works such as art and technology. See 
Koentjaraningrat, Introduction to Anthropology, (Jakarta: Aksara 
Baru, 1983), p.184. 
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Hud: 61, namely tes الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ‎ Ga AS 38.10 The 
word "wasta'marakum" according to the mufassirs 


AW 


means: "kallafakum bi 'imáratihá", which means 
that you are responsible for prospering the earth. In 
this position as khalifah and mu’ammirin, humans 
must: a) place themselves as "representatives of 
Allah" who carry out the assignment of the mandate 
provider, namely Allah SWT, b) between humans as 
fellow "representatives of Allah" must strengthen 
each other (fasanud), not mutually hostile 
(ta'ánud), becausein essence who gives wakálah is 
the same, namely Allah SWT, c) between humans 
keep each other from causing chaos, because 
these humans are on the same earth (ff ard wahid), 
so that if there is chaos in one place it will affect 
humans in other places. Any potential disturbance 
or riot must be prevented together in any way, as 
Hadith: 


10See Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Manhajul Hadárah 
al-Insániyyah fi al-Qurán, (Damascus: Maktabah Al-Asad, 1998), pp. 
24-25. 
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Aiia gle | gagal قوم‎ Jak فيها‎ ail lls call agad القائم في‎ ia 
à] teli] الذينَ في‎ GIS s أسفلهاء‎ spans فصارَ بعضهم أعلاهاء‎ 
حَرَقنَا في تصيبنا‎ Ui فقوا :لو‎ cui i الماءِ مَرُوا عَلَى مَنْ‎ Ge اسنتقؤا‎ 
Oly هَلكُوا جَمِيعَاء‎ WAN JI Leg .قن تَرَكُوَهُمْ‎ Us مَنْ‎ If aly GA 
أَيْدِيهم 1555 153 جَمِيعًا. رواه البخاري.‎ ule pe 
The example of those who uphold the law of 
Allah and those who are silent about it is like a 
group of people sailing in a ship, some of whom 
found a place at the top and some at the bottom 
of the boat. Then the people at the bottom of the 
boat, when they were looking for water to drink, 
would pass by the people at the top and say: "If 
we could just poke a hole in this boat to get our 
share so that we would not disturb the people 
above us". If the people above let the people 
below do what they want, they will all perish. But 
if they prevent them with their hands, they will 
all be saved. 
To build this civilization, humans are given a set 
of guidelines in relations with Allah (habl minalláh) 
and relations with fellow humans (habl minannás), 
which are contained in the Al-Quran and Hadith. 
The guidelines governing human relations with 
Allah are detailed, while the guidelines governing 


relations with fellow human beings are outlined to 
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provide flexibility for humans to develop 


dynamically. 


Thus, human civilization in an Islamic perspective 
is a civilization with a divine dimension 
(rabbániyyah, theocentric) and at the same time a 
human dimension (insaniyyah, anthropocentric). 
This also means that thedevelopment of Islamic 
civilization (al-hadharah al-Islamiyyah) cannot be 
separated from the instructions or laws that have 


been given by Allah to mankind as trustees. 


Islamic civilization is one of the great civilizations in 
the world, in addition to Western civilization, 
Eastern civilization (Buddhism, Hinduism, China 
and Japan), and Orthodox civilization (Eastern 
Europe). Islamic civilization once experienced glory 
(750 AD -1258 AD), when scholars, philosophers, 
scientists, and engineers in the Islamic world made 
many contributions to the development of science, 
culture, and advanced social systems, both by 
maintaining existing traditions and by making 


innovations and new discoveries. Thus, Muslims at 
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that time truly practiced the principle of: Abil. 
.على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح‎ It’s just that, then 
the progress experienced a setback caused by 
many factors, both internal to Muslims who 
experienced a weakening of the ethos of building 
and innovating and externalto Muslims, especially 
the emergence of European progress and 


colonization of most Muslim countries. 


At present, the world has entered a new phase of 
human civilization, mainly due to the development 
of science and technology that spreads rapidly 
throughout the world, in line with globalization. In 
this context, Muslimscholars and intellectuals are 
required to be able to respond to the dynamicsof 
this civilization, some of which have been built by 
other civilizations. In some ways this new 
civilization is different from the previous 


civilization.11 Anumber of provisions in figh that 


11The development of human civilization is grouped into five 
stages, namely hunting society (society 1.0), agrarian society (society 
2.0), industrial society (society 3.0), information society (society 4.0), 
and intelligent society (society 5.0). 
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are a response to the previous civilization may 
not be suitable to respond to the current 
civilization, so that a reinterpretation of certain figh 
laws is needed by formulating new figh that is more 
in line with today's new civilization. What is more 
important is the need for Muslims to truly practice 
the above rules with an emphasis on “ والأخذ بالجديد‎ 


rebuild an advanced Islamic civilization.‏ * الأصلح 


1. Science and Technology 


In the context of civilization building, the role of 
Science is very important, and it even serves as 
the key to civilization (6 Jis key must be owned 
by humans, so our obligation is to prepare superior 
human resources, who master science and 
technology. We have been commanded by Allah 
GE cell بام رَبَكَ‎ 158 (Read: In the Name of your Lord, 
who created.) meaning of "igra" does not only 
mean reading or reciting, because if only reciting 
is not "giráah" but "tiláwah". The word "igra" 


implies reading, contemplating, and examining 
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everything that exists, both in the Quran and in 
the fabric of our lives. In other terms, what is read 
and examined is not only a/-huruful Qurániyyah 
(Qurániyyah verses), but also al-huruful iláhiyyah 
al-maktübah ‘ala safahatil maujüdát, letters 
written in the pages of life (kauniyyah verses), 
both in the form of social sciences, natural 
sciences, and humanities. Thus, Islam does not 
justify the dichotomy of science. Islamteaches the 
integration of science, because both forms of 


science are verses ofAllah. 


In the history of Islamic civilization, Muslim 
scholars and scholars have succeeded in 
developing science comprehensively, including 
the sciences thatbelong to the group of kauniyyah 
verses. But then the development of science in 
the Islamic world experienced a setback caused 
by many factors, both internal and external to 
Muslims. Therefore, science and technology 


must bedeveloped again among Muslims, in 
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addition to the education of lslamic religious 


sciences (tafaqquh fiddin). 


Thus, it is not correct to assume that science is 
the cause of damage andchaos on this earth. 
Because as stated above science is the key to 
civilization. The source of destruction is the 
greedy lust of humans who misuse science asin 
the Quran Al-Mukminun: 71 


On best وَمَن‎ Gail Sa oad أَهْوَآءَهُمْ‎ Gall af وَلَو‎ 
مُعْرضُونَ‎ pa عن‎ Hb pa Es d 
If the truth were according to their lusts, the 
heavens and the earth would have perished, 
and all that is in them. Indeed, We have 


brought to them their pride (the Quran) but 
they turned away from it." 


2. Interfaith Relations 

Among the concerns of modern civilization is the 
pattern of inter-group relations within a society or 
state, which should ideally be based on 


recognition of the plurality of society and the 
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principles of tolerance and peace. Among the inter- 
group relations that are now receiving attention 
are those between religious groups, as conflicts 
and tensions between religious communities are 
still common in many countries. In the context of 
Islam in the past, there were two opinions about 
the relationship between Muslims and non- 
Muslims, namely the principle of peaceful 
relations and the principle of face-to-face 
confrontation. These two opinions are each 
based on the texts of the Quran and Hadith, which 
are understood inseparably from the existing 
socio- political context. Among the scholars in the 
past who argued for peaceful relations was Ibn al- 
Shalah as quoted by Wahbah al-Zuhaili:12 


SLA أَرَادَ إفْنَاء‎ Le الله تَعَالَى‎ GY وَتَفْرِيرُ هُمْ‎ MIN هْوَ إِبْقَاءُ‎ ST à 


MIS لعارض ضَرَرٍ وجد مِنْهُمْ لا أنَّ‎ bêl أبيح‎ Uas) | Sa gala وَلَا‎ 
as S ule is 


12 See, Wahbah al-Zuhaili, Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami, 
(Bairut: Darul Fikr, 3:4 edition, 1419 AH/1998 CE), p. 107. 


100 
Contextualizing of Religious Views to the Reality of 
Civilization in the Modern Era the Modern Era 


The basic principle is to identify the disbelievers 
and acknowledge their existence. This is 
because Allah did not intend to destroy 
creatures, nor did He create themto be killed. 
Rather it is permissible to kill them on the 
grounds of the harm that they cause 
themselves, not because of their disbelief. 


In the past, the relationship between Muslims and 
non-Muslims was characterized by conflict or 
tension, so that classical fiqh grouped  non- 
Muslims into four categories, namely: (1) dlimmi, 
namely non-Muslims who live in Islamic territory 
(darul Islam) by paying taxes (jizyah), (2) 
mu'áhad, namely non-Muslims who live in non- 
Muslim territories that have treaties with Islamic 
territories, (3) musta'man, namely non-Muslims who 
ask forsecurity protection in Islamic territories, and 
(4) harbi, namely non-Muslims wholive in war zones 
(dárul harb). 


The first, second, and third groups receive 
protection from the government in Islamic 
territories. The protection of d'immís is based on 
the Hadith: 
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مَنْ آذى ceria AA aS‏ وَمَنْ آذَانِيئ فَقَدْ آذى الله. ) 5 81 الطبراني. 


Whoever harms a zimmi (non-Muslim who is 
not fighting Muslims), then indeed he has 
harmed me. And whoever harms me, harms 
Allah (H.R. Thabrani). 


The protection of mu'áhad is based among other 
things on the Hadith: 


مَنْ قل مُعَاهَدَا al‏ يَرَحْ رَائْحَةَ Olg Aigi‏ رِيحَهَا ia gi‏ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ 
úle‏ رواة البخاري 


Whoever kills a mu'ahad disbeliever will not 
smell the odor of Paradise. Whereasin fact the 
smell of Paradise is smelled from a journey of 
forty years (HR. Bukhari). 


Meanwhile, the protection of musta'man is 
based on Al-Quran Surah Al-Taubah: 6: 


AKI ثُمَ‎ ail aS يَسْمَعَ‎ Rd ali اسْتَجَارَكَ‎ GS pall مِنَ‎ Sal وَإِنْ‎ 
Goths لا‎ a 3$ agio ah مَأمَنَهُ‎ 


And if one of the polytheists asks you for 
protection, then protect him so that he may 
hear the word of Allah, then take him to a place 
where he will be safe. Thatis because they are 
an ignorant people. 
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Today, however, these terms are no longer used 
in Muslim countries. Ina nation state (a/-daulah 
al-wathaniyyah) the population is called 
muwathin (citizens) regardless of religion. This is 
because all citizens have promised to submit and 
obey the constitution and applicable state law, so 
they have the same rights and obligations. Fellow 
citizens are also bound by an agreement to 
maintain national unity and state security and 
respect each others human rights. This 
agreement is now in the form of state ideology 
and constitution, which in Arabic is called al- 
mitsag al-wathanf (national covenant), while the 
state is called darul mitsaq (covenant state),!? as 
hinted at in the Al-Quran Surah Al-Nisa': 92: 


A إلى‎ dal Asi (Slike aging sS A مِنْ‎ JS Os 


It is permitted for those who are being fought 
against, for indeed they have been wronged. 
And Allah is indeed mighty to help them. 


13See Rahmat Edi Irawan, Darul Misag Indonesia State of 
Agreement: The View of K.H. Ma'ruf Amin, (Jakarta:UN] Press, 2021). 
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In this context, the scholars in discussing Fighul 
Muwáthanah 14 (fiqh related to citizenship issues) 
are based on the Madinah Charter (Mítháq al- 
Madinah) and become a reference for the concept 
of al-mithag al-wathanf (national consensus). While 
the principle of love for the homeland is based on 
the Hadith: 


اللهم حبب إلينا المدينة» كحبنا مكة أو أشد. رواهُ البخاري 


0 Allah, give us love for Medina as we love 
Makkah, or even a greater love than that (H.R. 
Bukhari) 


With the above changes in conditions, the majority 
of scholars today are of the opinion that relations 
between Muslims and non-Muslims are based on 
the principle of peaceful relations, not relations face- 


to-face confrontation: 


148ee al-Thahir Ibnu ‘Abid, Fighul Muwáthanah fil Fikril Islami 
al-Mu'üshir, (Aljazair: Jami'ah Batunah, 2013). 
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all ae لا‎ ARAI cle aa yx gm A عَلَاقَدَ‎ aaa SI à 
15, Jal 5 


Indeed, Islam has laid the foundation of 
Muslims’ relations with others on the principles 
of peace and security, not war and violence. 


The principle of peace is in accordance with the 
mission of Islam as a mercy for the universe 
(rahmah lil 'álamín), as mentioned in Al-Quran 
Surah Al-Anbiya': 107. The principle is also in 
accordance with Islamic teachings on religious 
freedom and tolerance as mentioned in Al-Quran 
Surat Al-Baqarah: 256: Lá ikráha fid din (there is no 
compulsion in religion) and Surat A-Kafirun: 6: 
lakum dinukum wa liya din (for you your religion, for 


me my religion). 

In this regard, Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah stated: 
وَمَصَالِح الْعِبَادٍ في الْمَعَاش‎ akad) عَلَى‎ itil, مَبْنَاهَا‎ day ll É 
وَحِكْمَةٌ‎ Aa WK Aad 55 WK Ihe day ANN, aal; 
col} AAN pe 5 إِلَى الْجَوْرِ‎ Jail ye خَرَجَتْ‎ alle OG dg 


15 Abdul Wahhab Khallaf, As-Siydsah al-Shar'iyyah au Nizam al- 
Daulah Islamiyyah, (Kairo: Darul Ghad al-Jadid, 2014), p. 66. 
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adi وَعَنِ الْحِكْمَة إِلَى‎ aiid إِلَى‎ abai وَعَن‎ dae 
الله‎ OS Any jali Jaja فيها‎ cll الشتّريعة» وَإِنْ‎ Ge cuu 
صذق‎ le 5 calle ANAN hika y add بَيْنَ‎ Abed 55 ciue Gis 
وَأْصَدَقَهَا‎ ANG SI # رَسُولِهِ‎ 


Indeed, the shariah is built and its foundation is 
based on wisdom and the benefit of His slaves 
in this world and the Hereafter. Shariah as a 
whole is justice, mercy, wisdom and benefit. 
Therefore, anything that abandons justice in 
favor of tyranny, compassion in favor of the 
opposite, benefit in favor of harm, and wisdom 
in favor of futility, is not Shariah, even if it is 
incorporated into it through interpretation. 
Shariah, then, is the justice of Allah among His 
servants, the mercy of Allah among His 
creatures, His rule on His earth, His wisdom that 
indicates His existence and the truthfulness of 
His Messenger (SAW) with the most perfect 
guidance and truthfulness.16 


In line with this principle, the concept of jihad put 
forward by previous scholars also needs to be 
reviewed (/'ádatun nazar). The majority of scholars 
in the past supported the concept of jihad 


offensively (hujamiyyah), because the living 


? lópbnu al-Qayyim al-Jawziyyah, Ulam al-Muwaqqi' fn ‘an Rabb 
al-’ Alamin, (Beirut: Darul Jil, 1973), v. 1, p. 333. 
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conditions at that time were overwhelmed by conflict 
and war between groups of people. In addition, at 
that time there was no national or international body 
that regulated and supervised inter-group and inter- 


national relations. 


In contrast, the majority of scholars today support 
the concept of defensive jihad (difá'iyyah), which is 
also inseparable from the conditions of this modern 
world that prioritizes the principles of peace and 
harmony in the lives of communities, nations, and 
between nations (international). War jihad is 
actually an action that was originally prohibited by 
Allah but was later permitted because of the 
persistent attacks of the polytheists against the 
Muslims, as mentioned in the Al-Quran Surah Al 
Hajj: 39: 


آذِنَ لِلذِينَ يُقتَلُونَ Asal edo‏ وَٳِنَ (le df‏ تصر هم لَقَدِيرٌ 


It is permitted for those who are being fought 
against, for indeed they have been wronged. 
And Allah is indeed mighty to help them 
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The war jihad against the disbelievers waged by the 
Prophet and the Companions was not because of 
their disbelief, but because they first made an attack 
(hirábah) on the Muslims.!/ There are indeed a 
number of verses that literally mean offensive war 
jihad, as currently understood by radical and 
extreme groups. But when viewed in terms of the 
context of the composition of the verse and the 
context of the revelation of the verse (asbabun 
nuzul), the verses of "offensive jihad" actually 
indicate the command of defensive war, namely 
defensive action against anyone who first attacks 


the Muslims. 
3. International Relations 


From the beginning, Islam has provided guidelines 
on inter-group and inter-empire relations, which in 
today's context are referred to as inter-state 


relations (international relations). The Quran and 


17Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Al-Jihid fi al-Islam 
wa Kaif Nafhamuh wa Kaif Numárisuh, (Beirut: Darul Fikr, 1997), pp. 
52-53 
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Hadith have provided normative references, which 
were then formulated by some scholars in the past 
in the form of figh al-siyar (meaning travel fiqh), as 
described by Muhammad bin Hasan al-hyaibani (d. 
189 AH) in his book entitled Kitáb al- Siyar al- 
Kabir.18 While today's scholars call: "al-'alagah al- 
dauliyyah" (international relations) is the same as 
the term used by world bodies and the science of 
international relations. Among the Quranic verses 
that indicate the relationship between nations is the 
Quranic Surah Al-Hujurat: 13: 


* لِتَعَارَفْوَآ‎ Jia شُعُوبًا‎ ilang وَأنتَى‎ A5 s KIA UI لئاس‎ Uh 
5 ile آله‎ Sj a عند آنه‎ a) 
O people, indeed We created you from a man 


and a woman, and made you intonations and 
tribes that you may know one another. 


The verse shows that the grouping of humans as 
inhabitants of this world in the form of tribes and 


nations is in accordance with the reality that exists 


18Muhammad bin Hasan al-Shibani, Kitab al-Siyar al-Kabir, 
(Darul Kutub al-'IImiyyah, 1992). 
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atthis time. In this diversity of tribes, nations, and 
cultures | and civilizations, the relationship 
between them must be based on the principle of 
"ta'aruf" (knowing each other). In the past, the 
concept of the nation-state was not yet born and 
the territorial boundaries of an empire or empire 
were not yet clear. But since the Treaty of 
Westphalia in 1648, the concept of nation-state (al- 
daulah al-wataniyyah) and the boundaries of 
sovereignty have become clearer.!? Therefore, the 
scholars in the past did not discuss the concept 
of the nation- state. The state (a/-daulah) in Islamic 
history took the form of a caliphate, which was not 
limited by certain geographical areas. Today, 
however, most scholars have made ijtihad to 
legitimize the concept of the nation-state, as it is 


not contrary to Islamic law. In fact, the concept of 


19Nation-state is defined as "a territorially demarcated 
sovereign government-that is, a state-that is governed on behalf of a 
community of citizens who identify themselves as a nation". 
Accessed from https://www.britannica.com/topic/nation-state. 
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nation-state is actually an institutionalization of the 
concept of "shu'üb" (nations) mentioned in the verse 


in the modern era. 


In terms of its source, there is actually a difference 
between international law and Islamic law which 
comes from revelation which is then developed in 
the form of contextual ijtihad with the times. 
However, at present the majority of scholars argue 
that in general there is compatibility between the 
principles of modern international law and the 
principles of Islamic law, especially in the form of 
treaties ('uhüd and mawáthiq), customs ('ádát), and 
ratio (‘aq/), which are also recognized by Islamic 
law.20 The position of the agreement in a country 
or between one country and another is very 


binding and must be obeyed. From a fiqh 


20The position of Islamic law, as a religious law followed by 
civilized nations, is one of the sources of international law formation. 
Among the Islamic laws adopted by international law is the law on 
refugees (political asylum ), as mentioned in the Quran Surah Al- 
Taubah: 6 above, which in the past was used as an argument for the 
protection of kafir musta'man. In this regard, the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) recognizes the rescue of refugees 
as a humanitarian act derived from Islamic teachings. 
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perspective, a covenant made by a Muslim or a 
Muslim state, whether with fellow Muslims or with 
non-Muslims, is binding according to religion, as 


mentioned in Surah Al-Nisa': 92 above. 


At present, international treaties are the main 
source of international law, so Muslim countries 
are bound by this international law, especially 
treaties that have been ratified by a particular 
Muslim country. According to Wahbah al-Zuhalli, 
treaties in Islam are not just a piece of paper to 
deceive the opposing party, or a cover for the 
implementation of certain personal goals, or a 
slogan for the strong to impose their will, nor to 
create an unjust peace that is not based on truth 
and justice. Covenants in Islam are protected 
from betrayal, deception and oppression. The 
Quran commands people to fulfill covenants, as 
mentioned the Quranic Surah Al-Maidah: 1: cai) iG 


Sa افوا‎ isl (who believe, fulfill your promises).21 


21 Wahbah al-Zuhaili, Ahkâm al-Mu'áhadát fi al-Syari'ah al- 
Islamiyyah, (United Arab Emirates: Majallah Kulliyyah al-Syari'ah wa 
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As in the case of inter-group relations, relations 
between nations (international relations) are also 


based on the principle of peace. 


The treaties and principles of peace between 
nations are currently under the coordination and 
supervision of the United Nations (UN, United 
Nations), which was established in 1945 after World 
War Il, as a continuation of the League of Nations 
(LBB, League of Nations) which was established in 
1920 after World War I. 22 In an Islamic perspective, 
the UN is an institution that has legitimacy because 
it has been agreed upon by almost all countries in 


the world, which according to Islamic views can be 


al-Dànün) p. 6. 6, accessed in  https// ebook. 
univeyes.com/126888/ pdf. 


22 The main mission of the establishment of the UN is as stated 
in article 1, paragraph 1 of the UN Charter, namely: (1) maintain 
international peace and security, (2) develop friendly relations 
among nations based on respect for the principles of equal rights and 
self- determination, (3) create international cooperation in solving 
international problems of an economic, social, cultural, or 
humanitarian nature, and (4) become a center for harmonizing the 
actions of nations in achieving common goals 
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considered to be an international consensus (al- 
mitháq  al-'álamí) whose decisions must be 


honoured by all members. 


However, in reality, international agreements that 
have been decided bythe UN are often violated, 
resulting in conflicts between countries, such as 
thelsraeli occupation on Palestine, the multinational 
attack on Iraq and the Russia-Ukraine war, which 
has a global impact. Therefore, the UN must be 
strengthened by providing equal rights between 
members and adding representation as a 
permanent member of the Security Council that 
has veto rights from developing countries. In 
addition, it is necessary to increase the number 
of international forums that have a strong 


influence on the UN. 


Conclusion 


In closing, it should be underlined that Islamic law 


is dynamic and flexible, which is able to respond 


114 
Contextualizing of Religious Views to the Reality of 
Civilization in the Modern Era the Modern Era 


to all new problems arising from social change 
and the times. The scholars have also formulated 
ijtihad or istinbat methodologies to understand 
the nas-nas (texts) of the Quran and Hadith, 
including when new and current problems arise 
(al-masáil al-jadídah wal mustajaddah) for which 
there is no text and no opinion in the standard 
books (al-kutub al-mu'tabarah). In this case, 
Nahdlatul Ulama (NU) has formulated Fikrah 
Nahdliyyah, which shows the khasáis 
(characteristics) of NU thinking and methods of 


making legal decisions, both gauli and manhaji. 


With this method, NU can respond to new and 
current issues (al - masáil al-jadidah wal 
mustajaddah) or re-examine (i'adatun nazar) its 
laws, including responding to various problems that 
arise in civilizations in the world today. Moreover, 
with the principle المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد‎ 
الأصلح‎ (keeping legacies and traditions that remain 
maslahat or beneficial and taking new things that 


are more maslahat or beneficial to the ummah), 
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NU can make new innovations to strengthen the 


existing Islamic civilization. 


Among the civilizational practices produced by NU 
and Muslims in Indonesia that can be shared with 
the world community is NU's contribution to 
strengthening tolerance and unity of the people and 
nation, which is formulated in the form of three 
pillars of brotherhood, namely Islamic brotherhood 
(ukhuwwah Islamiyyah), national brotherhood 
(ukhuwwah | wataniyyah), and brotherhood of 
humanity (ukhuwwah insániyyah). On the other 
hand, Muslims in Indonesia have also demonstrated 
their ability to combine Islam and democracy 
peacefully. This will also eliminate the negative 
perception of those outside Islam, who think that 


Islam is a religion that supports violence and war. 


In the future, scholars, Islamic leaders, and 
Muslim countries in the world should take part in 
the formulation of a global order for the realization 
of a just and peaceful world, and at the same time 


solve the global problems faced, especially 
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poverty, conflict, war, and environmental 
degradation. In this context, all nations in the 
world should support the substance of global 
ethics, namely mutual understanding, mutual 
respect,  interdependence, and cooperation 
among the nations of the world. 
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